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Kepaniteraan Pengadilan Niaga
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Perihal: KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ATAS
PERMOHONAN DAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 671
K/PDT.SUS-PAILIT /2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 12/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.SMG YANG DIAJUKAN OLEH PT BANK QNB
INDONESIA TBK.
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Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah mi, GP. Aji Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H.,
Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M., dan Sufi M. Fadhly Nasution, S.H., para
Advokat dart Kantor Hukum AJi WIJAYA & CoO., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31,
Unit A, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal 11

bertindak untuk dan atas nama:

1. PT SRI REJEKI ISMAN TBK., suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas
yang didirtkan berdasatkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan K.H.
Samanhudi No. 88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September

2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai “Termohon PK1”.

1o

PT SINAR PANTJA DJAJA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang
didirikan  berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Condrokusumo No. 1, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara),

selanjutnya disebut sebagai “Termohon PK II”.

3. PT BITRATEX INDUSTRIES, suatu badan bukum berbentuk petrseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Brigjen S Sudiarto KM. 11, Semarang, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut
sebagai “Termohon PK IIT”.

4. PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA, suatu petseroan terbatas yang didirtkan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Dk Kadang, Kelurahan
Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 6
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berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara),

selanjutnya disebut sebagai “Termohon PKIV”.

Termohon PK I, Termohon PK II, Termohon PK III, dan Termohon PK TV secara

bersama-sama disebut sebagai “Para Termohon PK”.

Dengan segala kerendahan hati, Para Termohon PK hendak mengajukan Kontra Memor PK

tethadap Memon PK yang diajukan oleh:

PT BANK QNB INDONESIA, TBK., suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
dan beralamat di Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 52-53, Jakarta, 12910, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari Kantor Hukum
AFS PARTNERSHIP, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H.
Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, sebagaimana disebutkannya bertindak berdasarkan Surat
Kuasa No. 132/5rt-Kuasa-Dir(CR)/IX /2022 tertanggal 01 September 2022 (selanjutnya
disebut sebagai “Pemohon PK”).

Bahwa hal thwal mengenai Peninjauan Kembali (atau “PK”) yang diajukan oleh Pemohon
PK disampaikan kepada Para Termohon PK melalui Relas, yang masing-masing diterima

pada:

a.  Termohon PK I menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-
Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No
12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg ~ Jo  Nomor  12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 22 September 2022.

b. Termohon PK II menenima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memorn
Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-

Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor (71K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No
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12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologas1)/2022/PN.Smg ~ Jo Nomor 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 23 September 2022.

c.  Termohon PK III menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-
Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No
12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg ~ Jo  Nomor  12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 22 September 2022

d.  Termohon PK IV menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-
Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No
12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg  Jo Nomor 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 22 September 2022.

Seluruh Relas di atas berisi Permohonan Peninjauan Kembali dan Memor Peninjauan
Kembali tertanggal 20 September 2022 oleh Pemohon PK (selanjutnya disebut Memori
PK”) terthadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 19
Mei 2022 (“Putusan Kasasi”) jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januar 2022

(“Putusan Homologasi”).

Adapun amar putusan dalam Putusan Kasasi yag dimohonkan Peninjauan Kembali (PK)

oleh Pemohon PK, berbunyi sebagai berikut:

“ MENGADILI

- Mengabulkan  permohonan — dari  Pemobon  Kasasi 1:  PT  CITIBANK, N.A.,
INDONESLA tersebut, untuk mencabut permohonan fasasi yang digjukan terhadap
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/ Pdt.Sus-
PKPU/ 2021/ PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Jannari 2022 tersebut;
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Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. BANK ONB INDONESIA,
Thtk., tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi 1 dan Pemohon Kasasi I untuke membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sepumiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);”

Pada pokoknya, Putusan Kasasi menolak Permohonan Kasasi dari Citibank, N.A. dan PT
Bank QNB Indonesia Tbk (i# cas# Pemohon PK) atas upaya hukum Kasasinya terhadap

Putusan Homologasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

« MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian perdamaian tertanggal 21 Januari
2022 antara PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR
PANTJA DJA]A (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES (DALAM
PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAY A (DALAM PKPU) dengan Para
Kreditornyay

2. Menghukum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU),
PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES
(DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU)
dan seluruh Kreditor - Kreditor nya untuk tunduk dan mematubi serta melaksanakan isi
Perjanjian perdamaian tertanggal 21 Januari 2022;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Ultang (PKPU) Nomor 12/ Pdt.Sus-
PKPU/ 2021/ PN.Niaga.Smg demi bukum berakhir;

4. Menghutum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU),
PT SINAR PANT]A D]A]A (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES
(DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU)

untuk membayar biaya perkara a guo.”

Dengan ini Para Termohon PK secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan
oleh Pemohon PK, kecuali terhadap hal-hal vang diakui kebenarannya di dalam Kontraq{
Memon PK a guo.
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1. Pasal 297 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”), mengatur bahwa:

“Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permobonan peninjauan kembali yang
digjnkan dalam jangka wakty 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permobonan peninjanan
kembali didaftarkan.”

2. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada faktanya, Permohonan dan Memorn PK
yang diajukan oleh Pemohon PK baru diterima secara resmi oleh Para Termohon PK
pada:

a.  Termohon PK I menerima Relaas Penyampaian dan penyerahan Memon PK
pada tanggal 22 September 2022.

b.  Termohon PK II menerima Relaas Penyampaian dan penyerahan Memorn PK
pada tanggal 23 September 2022.

c.  Termohon PK III menerima Relaas Penyampaian dan penyerahan Memorn PK
pada tanggal 22 September 2022.

d.  Termohon PK IV menerima Relaas Penyampaian dan penyerahan Memori PK

pada tanggal 22 September 2022.

3. Sehingga, merujuk pada Pasal 297 ayat (3) UUK, maka Termohon PK I, Termohon
PK II1, dan Termohon PK IV berhak mengajukan Kontra Memori PK sampai dengan
tanggal 02 Oktober 2022, sedangkan Termohon PK II berhak mengajukan Kontra
Memori PK hingga tanggal 03 Oktober 2022, [
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4. Mengingat Kontra Memori PK 4 guo diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2022, maka pengajuan Kontra
Memon PK @ g#o masth berada dalam tenggat waktu yang sah sebagaimana ditentukan
pada Pasal 297 ayat (3) UUK.

5. Atas dasar hal tersebut, pengajuan Kontra Memori PK @ guo telah sesuai dengan

ketentuan formil dan karenanya layak untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung.

PERMOHONAN PK DAN MEMORI PK ATAS PUTUSAN PKPU DEMI HUKUM |
HARUS DITOLAK KAENA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) JO. PASAL 293

AYAT (1) UUK TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM APAPUN |

6. Bahwa Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari
2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK adalah putusan
Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III UUK dan merupakan putusan
kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang mengabulkan Permohonan
PKPU tethadap Termohon PK pada tanggal 06 Mei 2021. Oleh karenanya betlaku

ketentuan Pasal 235 ayat (1) UUK yang menyatakan dengan tegas:

“ Pasal 235
(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang TIDAK
DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN .”

Kemudian, penjelasan terhadap ketentuan pasal ini menyatakan: “CUKUP
JELAS”

7.  SELANJUTNYA, HAL TERSEBUT KEMBALI DIPERTEGAS OLEH PASAL 293
UUK YANG MENYATAKAN TERHADAP KETENTUAN PASAL-PASAL
PADA BAB III (BAB TENTANG PKPU) TIDAK TERBUKA UPAYA fv
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HUKUM APAPUN, KECUALI DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG UNTUK
KEPENTINGAN UMUM. BERIKUT DIKUTIPKAN BUNYT PASAL 293 UUK
DIMAKSUD:

“ Pasal 293

(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab I11
ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.

(2)  Upaya hukum kasasi dapat diagukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.”

Bahwa ketentuan dalam Pasal 293 UUK tersebut di atas semakin menegaskan
bahwa terhadap PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK DAPAT
DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN.

8. Oleh karenanya, pengajuan PK atas Putusan Kasast jo. Putusan Homologasi tidak

memiliki landasan hukum, karena dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 235 avat (1) jo.

Pasal 293 ayat (1) UUK, dan oleh karenanya Permohonan dan Memon PK patut
ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvantkelijke Verklaad).

9. Bahwa hal ikhwal tidak terdapatnya upaya hukum terhadap Putusan PKPU dalam ranah
peradilan di Indonesia sesungguhnya telah dituangkan dalam berbagai doktrin dari para

ahli hukum yang menyatakan sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Sejarah,
Asas, dan Teort Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran” (Penerbit:

Prenadamedia Group, Cet-1, Tahun 2016) halaman 435 yang menyatakan:

“Pasal 235 ayat (1) UUK-PKPU menentukan babwa terbadap putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” (
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10.

b.  Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H, M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum
Kepailitan Indonesia” (Penerbit: PT" Tatanusa, Tahun 2012) halaman 271 yang

menyatakan:

“Terbadap putusan PKPU fidak dapat digjukan upaya bukum apapun. Putusan
PKPU bersifat final dan mengikat (final and binding).”

c.  Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum
Kepailitan” (Penerbit: UMM Press, cet-2, Tahun 2008) pada halaman 247 yang

menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 293 UUK No. 37 Tahun 2004, disebutkean babwa
terthadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III
(PKPU) ini tidak terbuka upaya hukum, kecnali ditentukan lain dalam
undang-undang ini (ayat (1)). Kemudian di dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa

upaya hukum Rasasi dapat diginkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.”

Majelis Hakim Agung pemeriksa petkara 2 guo vang kami hormati, bahwa sejalan
dengan doktrin dan dalil-dalil di atas, penegakkan dan pemberlakuan Pasal 235 ayat (1)
jo. Pasal 293 ayat (1) UUK dalam sistem Pengadilan Niaga di Indonesia sesungguhnya

telah tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI berkut ini:

a.  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 PK/Pdt.Sus/2012
tertanggal 12 Juni 2012 pada tingkat Peninjauan Kembali yang telah menjadi
yutrisprudensi oleh Mahamah Agung, dalam perkara antara Alied Fver Investments
L. (selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditor) melawan PT Kertas
Nusantara (d/h  PT  Kiani Kertas) (selaku Termohon Peninjauan

Kembali/Pemohon PKPU). Dalam pertimbangan hukumnya di halaman 35,

menyatakan: J



AJl WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

“Bahwa alasan-alasan peninjaunan kenmbali tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan
Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan/ PKPU, terhadap putusan
PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sedangkan Pasal 293

ayat (1) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan

berdasarkan ketentuan dalam Bab III tidak terbuka upayva hukum,
kecuall ditentukan lain dalan undang-undang ini. Oleh karena putusan perdamaian
merpakan  kelanjutan yang tfidak terpisab dengan  putusan yang mengabulkan
Pemohon  PKPU, maka  penerapan  Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan/ PKPU  dalam putusan kasasi No. 581 K/Pdt.Sus/ 2011 tanggal 11
Oktober 2011, sudabh tepat dan benar dan tidak merupakan kekeliruan nyata
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 295 ayat (2) bhuruf b Undang-Undang
Kepailitan/ PKPU”.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555 K/Pdt.Sus-
Pailit/2013 tertanggal 5 Maret 2014, dalam perkara, antara The Bank Of New
York Mellon (selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Kreditor) melawan PT
Bakrieland Development selaku Termohon Kasasi/Termohon PKPU (Debitor),

yang pertimbangan hukum di halaman 67 menyatakan:

“Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemobhon PKPU in casu The Bank of New
York Mellon, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan
sebagai berikut: Babwa sesuai ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 37
Tabun 2004, “terhadap putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya
hukum apapun”, maka baik permohonan PKPU dikabulkan atau
ditolak, menurut Majelis Hakim tidak ada upaya hukum”

53 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus/2012
tertanggal 12 November 2012 antara Mario Leo melawan PT Bank Internasional
Indonesia, Tbk, dan PT Casa Bella Indonesia, yang di dalam pertimbangan
hukumnya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut: /

10
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11.

“Babwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tabun 2004,
terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum

apapun.”

Amar putusan dalam perkara tersebut adalah: Menolak permohonan kasasi dari

Pepohon Kasasi: Mario Leo tersebut.

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 205 K/Pdt.Sus/2012
tertanggal 6 Agustus 2012 antara P1' Cakra Sarana Persada melawan Richard
Antontus Martua dan Gita Sugiarti, SE, BBA, yang di dalam pertimbangan

hukumnya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

“babwa alasan  tersebut tidak dapat diterima, karena terhadap putusan
permohonan PKPU tidak dapat diajukan kasasi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan mengacu pada ketentuan Pasal 235 ayat
(1) jo. Pasal 293 ayat (1) & (2) UUK, maka demi hukum Yang Terhormat Majelis
Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo harus menolak Permohonan dan
Memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK, karena secara tegas telah diatur
bahwa terhadap Putusan PKPU dan/atau Putusan Pengesahan Perdamaian

(Homologast) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

11
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PEMOHON PK SELAKU KREDITOR KONKUREN DEMI HUKUM TERIKAT ||

PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 286 UUK |

PEMOHON PK TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI PK A QUO

12, Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon PK telah mendaftakan tagihan dan
tagihannya telah terverifikasi dalam proses PKPU Srtex Group sebagai tagihan tidak
berjamin (ie. Kreditor Konkuren). Hal ini dapat dibuktikan melalui Daftar Piutang
Tetap tanggal 06 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim Pengurus dan
Hakim Pengawas dalam Perkara No. 12/Pdt.Sus-PKPU /2021/PN.Niaga.Smg.

13.  Majelis Hakim Yang Terhormat, Tim Pengurus telah membuka penerimaan tagthan
sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, dan telah melaksanakan Rapat Pra Pencocokan
Piutang/Pra  Verifikasi yang kemudian dikutt dengan Rapat Pencocokan
Piutang/Verifikasi pada tanggal 03 Juni 2021. Terhadap seluruh tagithan yang masuk,
termasuk tagthan yang diajukan oleh Pemohon PK vang terkualifikasi sebagai Kreditor
Konkuren, Tim Pengurus telah melakukan pencocokan tagihan sesuai dengan
ketentuan Pasal 271 UUK, yakni wajib dicocokkan dengan catatan dan laporan dart

Debitor (in casu Para Termohon PK).

14.  Selanjutnya, Tim Pengurus menuangkan dan menetapkan hasil pencocokan
tagihan /verifikasi ke dalam Daftar Piutang Tetap yang telah Tim Pengurus sampaikan
kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal
06 Juli 2021. Dengan demikian, Hasil Pencocokan Tagihan/Verifikasi dan Daftar
Pratang Tetap yang dilakukan dan ditetapkan oleh Tim Pengurus adalah sesuai dengan
hukum, dan karenanya sah dan mengikat baik bagi Pemohon PK maupun Para

Termohon PK. (

12
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15. Bahwa dengan sudah jelasnya status dan kedudukan Pemohon PK (yaitu sebagai
Kreditor Konkuren) dari Para Termohon PK, maka dengan telah betlakunya Putusan
Kasasi, PEMOHON PK DEMI HUKUM TERIKAT DENGAN PUTUSAN
HOMOLOGASI BERDASARKAN PASAL 286, MESKIPUN PEMOHON PK
MEMBERIKAN SUARA <“TIDAK SETUJU” TERHADAP RENCANA
PERDAMAIAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 281 UUK.

16.  Yang Terhomat Majelis Hakim Agung, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas
sesual Pasal 286 jo. Pasal 287 UUK, Pemohon PK merupakan pihak dalam

Perjanjian Perdamaian yang terikat dan tunduk serta melaksanakan isi dari

Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi sebagai alas hak atas piutang

vang dimilikinya, dan bukan sebaliknya mengajukan Permohonan dan Memor PK 4

guto.

Pasal 286 UUK:

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecnali Kreditor yang

tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

Pasal 287 UUK:

“Putusan  pengesahan  perdamaian yang lelah memperoleh fekuatan hukum tetap dalam
hutbungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua

Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat

dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri

sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut’.

17. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
286 UUK, PEMOHON PK TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL
STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI PK
A QUO, KARENA PEMOHON PK MERUPAKAN KREDITOR YANG
TERIKAT KEPADA PERJAN]JIAN PERDAMAIAN YANG //
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18.

DIHOMOLOGASI BERDASARKAN PUTUSAN HOMOLOGASI
MENGINGAT SAAT INI TELAH BERLAKU PUTUSAN KASASI. Bahwa juga
terlihat jelas dan nyata bahwa tidak satu pun dasar hukum Pemohon PK yang tepat.
Pemohon PK terkesan menyalahkan pihak-pihak lain demi menggagalkan perdamaian
vang telah tercapai dalam proses PKPU Sritex Group, termasuk diantaranya
menyalahkan Tim Pengurus dan mencari-cari kesalahan dari Judex Factie maupun
Judex Jurs. Dugaan atas kejanggalan-kejanggalan dalam proses PKPU Sritex Group
vang disampatkan oleh Pemohon PK di dalam Memor PK-nya pun senyatanya tidak

mampu diuraikan maupun dibuktikan secara rinci oleh Pemohon PK.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, karenanya Pemohon PK dalam mengajukan
Permohonan dan Memori PK a quo tidak memiliki persona standi in judicio.
Maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan PK

a guo untuk berkenan menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan PK @ guo.

MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH TEPAT DALAM MEMBERIKAN

PUTUSAN KASASI BERIKUT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

19

Pada butir 1 s.d. 4 Memori PK, dipahami pada pokoknya bahwa alasan yang mendasari
Permohonan dan Memorn PK dart Pemohon PK adalah kekeliruan Majelis Hakim
Judex Juns dalam membenkan pertimbangan hukum di Putusan Kasasi. Benkut
dikutipkan dalil Pemohon Kasast pada butir 2 Memor PK yang menyalahkan Judex

Juris:

“Babwa pendapat Judex Juris di atas adalah kelirn dan seolah-olah menutup mata terbadap

peristiwa atau fakta yang terjadi dalam perkara a guo. Padahal, untuk menentukan apakah

Judex Factie Tingkat Pertama telah salabh menerapkan hukum, sudah sepatutnya Judex Juris

melthat gambaran besar fakta-fakta yang terjadi serta bukti yang mendukung fakta tersebut

14
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yang telah dinraikan dalam Memori Kasasi sebelumnya, untuk dapat menyimpuikan adanya

kesalaban atan fekelirnan dalam menerapkan hukum.”

20.  Dari bunyi pernyataan di atas, tetlihat jelas bahwa Pemohon PK menganggap Judex
Jutis keliru. Sebenarnya, pertimbangan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon
PK adalah pertimbangan hukum yang termaktub pada halaman 8 s.d. 9 Putusan Kasasi,
yang berbuny1 sebagai berikut:

(11

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

meneliti secara seksama memori kasasi tangeal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal

10 Februari 2022 dibubungkan dengan  pertimbangan [udex Facti dalam hal ini

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berifunt:

Bahwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan

benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Babwa jumiah Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah
sebanyak 75 (tujub pulub lima) Kreditor atau mewakili 75% (tujub pulub lima persen)
Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp12.175.355.112.748,00 (dua belas
triliun seratus tyyub pulnh lima miliar tiga ratus hima pulnh lma juta seratus dua belas ribu
tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jumiah suara 1.217.521 (satu juta dua ratus
tuguh belas ribu lima ratus dua pulub satu) suara atan sebanyak 67,39% (enam pulub tujuh
koma tiga pulih sembilan persen) jumlab tagihan Kreditor Konkuren, sedangkan junilah
Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian termasuk salah  satu
diantaranya yang menyatakan abstain yaitu Woori Bank Singapore Branch adalah sebanyak
25 (dua pulub lima) Kreditor atan mewakili 25% (dna pulub lima persen) Kreditor yang
hadir yang mewakil tagihan sebesar Rp5.890.991.343.710,00 (lima triliun delapan ratus
sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat pulih tiga
ribu tujuh ratus sepulnh rupiah) dengan jumiah swara 589.099 (lima ratus delapan pulub
sembilan ribu sembilan puluh sembilan) suara atan sebanyak 32,61% (liga puluh dua koma

enam puluh satu persen) jumilah tagihan Kreditor Konkuren, maka dengan mengacu }7‘
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kepada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara

untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para

pihak serta sah menurut hukumy

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran
hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itn dengan batalnya putusan yang
bersangkutan ataw bila Pengadilan tidak berwenang atan melampani batas wewenangnya

sebagaimana yang dimakind dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tabun

1985 sebavarmana telah dinbah denvan Undang Undang Nowmor 5 Tabun 2004 dan

perubaban kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tabun 2009 serta peraturan dan

undang-undany lain yang beriangkulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeti Semarang Nomor
12/Pdt.Sus-PKPU /2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 dalam

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undan

sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehh Pemohon Kasasi Il PT

BANK QNB INDONESIA, Thk., tersebut harus ditolak,”

21. Memperhattkan pertimbangan hukum Judex Juris di atas, dipahami bahwa

pertimbangan hukum yang disampaikan Judex Juris telah diawali dengan meneliti dan

mempelajari hal-hal vang disampaikan dalam Memori Kasasi maupun Kontra Memoxi

Kasasi, khususnya berkenaan dengan perolehan hasil pemungutan suara.

Kemudian, di dalam pertimbangan hukumnya, Judex Juris juga menyertakan dasar

hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Mahkamah Agung berkenaan dengan
pemeriksaan Kasasi, dimana pada pokoknya alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon K(
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PK (dahulu Pemohon Kasast) adalah aalasan perthal penilatan hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga alasan tersebut bukanlah alasan

yang dibenarkan untuk dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi.

Berdasatkan hal-hal tersebut, maka kemudian Judex Juns menyatakan Putusan
Homologast tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang, dan karenanya

Permohonan Kasast yang dahulu diajukan oleh Pemohon PK harus ditolak.

22. Lantas apa yang keliru dari pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas?
Judex Juns telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan undang-undang.
Pertimbangan Judex Juris juga telah mengakomodir simpul-simpul utama dari apa yang
disampatkan oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), yaitu perolehan hasil
pemungutan suara. Lebih lanjut, Judex Juris juga menelaah Putusan Homologasi dar
Judex Factie, yang mana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya tidak mengandung

kekeliruan dalam penerapan hukumnva.

23.  Lebih lanjut, Pemohon PK kemudian mengutip Yusisprudensi Putusan MA RI No. 178
K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976, untuk memperkuat dalilnya. Pemohon PK
berusaha mengemas bahwa ‘seolah-olah’ terdapat Yursprudensi yang dapat
memperkuat dalilnya, dimana penilaian alat bukti yundis bukanlah penilaian fakta.
Padahal, jika diteliti lebih jauh, Yurisprudensi P n MA RI No. 1

rtanggal 2 mber 1 kanlah yurisprudensi yang relevan untuk

mendukung arocumentasi Pemohon PK.

Agar menghindari keraguan, berikut disampaikan kaidah hukum dart Yurisprudensi

Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976, yang berbunyi:

“Penilaian alat bukti, yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian fakta semata-mata,
tunduk pada kasasi. Karena Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura tidak berwenang

memeriksa perkara warisan, fatwa Pengadilan Agama tersebut tidak mempunyai )ée/émz‘aﬂf/

hukeunt’
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Amar putusan dart Yurisprudensi diatas pun menolak permohonan dari pemohon.

24.  Merujuk pada kaidah hukum Yutisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 di

atas, maka jelas konteksnya sangat berbeda dengan perkara a quo. Pihak-pihak
yang berperkara tidak relevan dengan perkara a4 gwo, konteks permasalahannya pun
berbeda, obyek sengekta yang dipersengketakan juga betbeda, tahapan pemeriksaannya
pun berbeda pula, dan bahkan tingkatan pemeriksaan persidangannya juga berbeda.
Sehingga, sangat tidak relevan dan tidak masuk akal untuk mengaitkan Yurisprudensi
Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi

dalam perkara a guo.

Kalaupun tetap dikaitkan (g#od non), maka Putusan Kasast dar Judex Juris tetap tidak
keliru, karena berarti Judex Juris tudak menganggap bukt-buka yang dimaksud
Pemohon PK sebagai bukti fakta dan bukan sebagai bukti yundis. Selain dan

selebihnya, tidak petlu diperdebatkan lebih jauh.

25. Lagipula pengajuan bukti-bukti di tingkat Kasasi jelas bertentangan dengan UU
Mahkamah Agung. Merupakan notoire de feiten bahwa tingkat Kasasi hanyalah
pemeriksaan tentang penerapan hukum. Ketika Pemohon PK (dahulu Pemohon
Kasast) turut mengajukan bukti tambahan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, maka

bukti yang diajukan tersebut tidak dapat secara sepihak dinyatakan sebagai bukti

vuridis. Sebaliknya, Majelis Hakim Judex Juns telah tepat untuk tidak
mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
UU Makamah Agung,

26. Berdasarkan hal-hal yang diuraitkan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Judex
Juris tidak keliru, melainkan telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum di
Putusan Kasasi. Sebaliknya, dalil-dalil Pemohon PK pada butir 1 s.d. 4 di Memon PK-
nya merupakan dalil-dalil keliru yang bersifat sepihak, sechingga karenanya patut untuk

dikesampingkan. d
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27. Dengan demikian, seyogianya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus
perkara @ gno menolak dalil dan alasan yang disampaikan Pemohon PK untuk kemudian

menguatkan Putusan Kasasi dari Judex Juris di perkara 2 guo.

MA]'ELIS HAKIM JUDEX JURIS 'I'ELAH MEMPELA]ARI DAN
MEMPERTIMBANGKAN DAIJLDALIL DARI KEDUA BELAH PIHAK

SEHINGGA ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM TELAH TERPENUH!Z

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI JELAS-JEIAS

MENYEBUTKAN BAHWA JUDEX JURIS TEIAH MENELITI MEMORI
KASAST DARI PEMOHON PK (DAHULU PEMOHON KASASI)

28. Bahwa pada butir 5 s.d. 12 Memon PK, pada intinya Pemohon PK menyatakan Judex
Jutis telah keliru karena tidak memenuhi Asas Audi Et Alteram Partem. Menurutnya,
Judex Juris tidak mempertimbangkan alasan-aslaan yang dikemukakan Pemohon PK
(dahulu Pemohon Kasast) di dalam Memor Kasasinya. Para Termohon PK menolak

dalil Pemohon PK tersebut, karena dalil Pemohon PK tersebut mengada-ada.

29. Mungkin telah diketahui oleh Majelis Hakim Agung, bahwa yang dimaksud dengan
Asas Audi Et Alteram Partem adalah prinsip dalam Hukum Acara Perdata yang

hakikatnya bermakna agar hakim mendengar kedua belah pthak yang berperkara.

Jikalau merujuk pada pertimbangan hukum Judex Juris di Putusan Kasasi, maka akan

diketahui dan tetulis secara jelas bahwa Judex Juris telah meneliti Memori Kasasi
yang disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi). Setelah Judex

Jutis meneliti Memori Kasasi dati Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), Judex Juris
kemudian menilai bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu
Pemohon Kasast) merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaanV{

19



AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS 8& COUNSELLORS AT LAW

tentang suatu kenyataan, schingga karenanya Judex Juris demi hukum tidak dapat
mempertimbangkan lebih jauh atas hal-hal tersebut. Berikut dikutipkan kembali

pertimbangan hukum Judex Jutis pada Putusan Kasasi di halaman 8 s.d. 9:

. Babwa alasan-alasan tersebut tidak dapai dibenarkan, oleh karena meneliti

secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra menwri

tanggal 10 Februari 2022 dibubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neger: Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan

pertimbangan sebagar berifeut:

Babwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghartgaan tentang suatu kenyataan, hal
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,

adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya Relalaian dalam memenubi syarat-syarat
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itn dengan
batalnya putusan yang bersanghkutan atan bila Pengadilan tidak berwenang atan melampaui

batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang

Nogor 14 Tabun 1985 sebasaimana telah dinbah denoan Undane Undang Nomor 5 Tabun

2004 dan pernbaban kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tabun 2009 serta peraturan

dan undang-wndany lain vang bersangkutan:”

30. Berdasarkan hal di atas, maka sesungguhnya dalil Pemohon PK berkenaan dengan Audi
Et Alteram Partem telah terbantahkan dengan sendirinya. Karena sekali lagy,
pertimbangan hukum Judex Jums di Putusan Kasasi telah jelas-jelas menyebutkan
bahwa Putusan Kasasi didasart pada penilaian Judex Juris setelah menelitt Memor
Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasast), yang artinya Asas Audi Et ((

Alteram Partem telah terpenuhi.
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ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON PK TIDAK
BERIRISAN SECARA FLANGSUNG ATAS KEPENTINGAN HAK ATAUPUN
TAGIHANNYA

31

32

Bahwa jika di dalam Memon PK-nya, Pemohon PK menyinggung mengenai Asas
Hukum Acara Perdata, maka izinkanlah Para Termohon Kasasi dalam hal ini ikut
menyampaikan bahwa Memorti Kasasi dan/atau Memori PK dant Pemohon PK (dahulu
Pemohon Kasasi) juga tidak memenuhi asas Hukum Acara Perdata, sehingga Putusan
Kasasi sejatinya telah tepat untuk tidak dipertimbangkan dalil Pemohon PK (dahulu

Pemohon Kasast) lebih jauh.

Pertama-tama, izinkan Para Termohon PK untuk mengutip doktrin yang disampatkan
Salim HS, S.H., M..S., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukun Perdata Tertulus
(BWW)”, Smar Grafika, Jakarta, cetakan ke-9, 2014, halaman 23, disebutkan bahwa:

“Istilah subjeke hukum berasal dari terjemahan rechtsubject (Belanda) atan law of subject
(Inggris). Pada wmunmya reschtsubject diartikan sebagai pendukung bak dan kewajiban.
Pengertian subjek hukum (rechtsubject) menurut Algra adalah setiap

orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang
hukum (rechtsbevoegheid) (Alora, dkk., 1983: 453). Pengertian wewenang

hukum (rechtsbevoegheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak

dan kewajiban, untuk menjadi subjek dari hak-hak.”

Dani pengertian di atas, dipahami bahwa setiap orang memiliki hak natural untuk
bertindak sebagai subyek hukum untuk dan atas nama hak & kewajibannya. Dikaitkan
dengan perkara a guwo, Citibank N.A. memiliki hak natural untuk bertindak sebagai
subyek hukum untuk dan atas nama tagihannya. Sebaliknya, PT Bank QNB Indonesia
Tbk (7n casu Pemohon PK) pun juga memiliki hak natural untuk bertindak sebagai
subyek hukum untuk dan atas nama tagthannya. Atas dasar hal tersebut, merupakan
kekeliruan jika P hon PK justr rtindak untuk dan nam
ihan k hukum lain (i itibank N.A). (
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33.  Selanjutnya izinkan Para Termohon PK mengutip doktrin dari Jeremias Lemek,
dalam bukunya yang berjudul “Penuntun Membuat Gugatan”, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Di halaman 7-8, pada pokoknya dijelaskan oleh Jeremy Lemek bahwa TIDAK
SEMUA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN TUNTUTAN PERDATA.

Terdapat syarat mutlak bagi setiap orang (subyek hukum) untuk dapat mengajukan
tuntutan perdata. Syarat mutlak dimaksud adalah: adanya kepentingan hukum yang

melekat secara langsung terhadap si pihak yang mengajukan tuntutan tersebut.

Ditambahkan pula disitu, bahwa pihak yang tidak secara langsung memiliki kepentingan

yang melekat (d7rec/) tidak dibenarkan untuk mengajukan tuntutan perdata.

34. Maka berdasarkan hal-hal di atas, SEJATINYA TELAH TERBUKTI BAHWA
PEMOHON PK TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SYARAT MUTLAK
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI KASASI
MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA A QUO,

karena hal-hal vang mendasari dahl-dalil Pemohon PK selama ini adalah hak natural

vang melekat pada subyek hukum lain, yaitu: Citibank N.A.

Sedangkan, terhadap hak natural yang melekat pada Pemohon PK sendiri sama sekali
tidak menyisakan masalah, dengan rincian sebagai berikut:
Yang pertama: tagithan Pemohon PK telah diverifikasi dan nominalnya pun
telah sesuat dan disetujui tanpa keberatan.
Yang kedua: Pemohon PK juga telah memberkan suara dalam kegiatan
pemungutan suara, dan suara Pemohon PK pun telah diperhitungkan sebagai -
suara “tidak setuju”.

SEHINGGA JELAS, TIDAK ADA HAK-HAK PEMOHON PK YANG
DICEDERALI. f
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36.

o7,

Terkait dengan peristiwa tidak diperkenankannya Cittbank N.A. untuk mengikuti
pemungutan suara (dikarenakan yang bersangkutan gagal memenuhi syarat formil yang
dipersyaratkan sejak jauh-jauh har), HAR iperhitungkan i hak n

ri Citibank N.A

Pada faktanya, Citbank N.A. pun kemudian telah menggunakan hak naturalnya dengan

mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI sehubungan dengan hal

tersebut. Namun kemudian, Ciatbank N.A. pula yang mencabut Permohonan Kasasinya

tersebut. Artin itibank WN.A. 1 k _hukum ng memililki _hak

Majelis Hakim vang kami hormati, perlu ditegaskan bahwa di dalam Hukum Acara
Perdata telah hidup dan berlaku Asas point d’interet & point d’action. Pada
pokoknva, Asas point dinteret & point daction memiliki makna: barangsiapa yang
mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke
pengadilan. Merujuk pada makna tersebut, maka argumentum a contrario nya 1alah: jika

tidak terdapat suatu kepentingan, maka tidak ada alasan untuk menuntut hak ke

pengadilan.

Sungguh alasan serta dalil dari Pemohon PK sangat bertentangan dengan Asas
Hukum Acara Perdata (point d’interet & point d’action) serta doktrin-doktrin
dari Salim HS, S.H., M.S dan Jeremy Lemek tentang Hukum Acara Perdata

(sudah diuraikan di atas).

Dengan demikian, PERMOHONAN DAN MEMORI PK DARI PEMOHON PK
TERBUKTI TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN LEBIH JAUH
KARENA HAL POKOK YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON PK
EJATINYA MERUPA HAK NATURAL YA MEILEKAT PAD
CITIBANK N.A., DIMANA KEMUDIAN CITIBANK N.A. SENDIRI TELAH
MENCABUT UPAYA KASASINYA ATAS PERISTIWA YANG TERJADI PADA q-
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RK 21 JANUARI 2022. SEHINGGA, SELAYAKNYA SAAT INI PERISTIWA
TERSEBUT SUDAH TIDAK LAYAK DIPERDEBATKAN LEBIH JAUH,
TERUTAMA OLEH PEMOHON PK SELAKU PIHAK YANG TIDAK
MEMILIKI KEPENTINGAN SECARA LANGSUNG ATAS PERISTIWA
TERSEBUT. Pengajuan upaya hukum dengan mendasarkan pada peristiwa tersebut
tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Perdata, vaitu point denteret
& point  daction. Karenanya, sudah tepat kiranya jika Judex Juris tidak
mempertimbangkan alasan-alasan serta dalil-dall Pemohon PK (dahulu Pemohon

Kasast).

38. Berdasarkan uraian di atas, dengan kerendahan hati Para Termohon PK memohon
kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak
seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PK terkait dengan peristiwa yang
menyangkut hak natural dari Citibank N.A, mengingat hal tersebut bukan kepentingan
hukum yang beririsan langsung dengan Pemohon PK. Oleh karenanya, mohon kepada

Majelis Hakim Agung untuk kemudian menguatkan Putusan Kasasi dari Judex Jurs.

TUJUAN DAN KEPENTINGAN DARI PKPU ADAIAH MENCAPAI
PERDAMAIAN YANG MANA HAL TERSEBUT TELAH TERCAPAI DALAM
PROSES PKPU NO. 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG

39.  Jika berbicara tentang point dinteret & point d'action, berartt kita berbicara perihal tujuan
dan kepentingan. Maka pantaslah jika kita juga ikut menyinggung tentang tujuan dan
kepentingan atas proses PKPU itu sendiri, secara spesifik tentang proses PKPU No.
12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg (selanjutnya disebut “PKPU Sritex Group”).

40. Proses PKPU Stitex Group adalah proses hukum yang didasari pada ketentuan hukum
Pasal 222 ayat (3) UUK, yang berbunyz:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya

yang sudah jatuh waktn dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor dz'berf(

24



AJl WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

penundaan  kewajiban  pembayaran  wiang, untuk memungkinkan Debitor

mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atan selurub

utang kepada Kreditornya.”

Merujuk pada bunyi ketentuan di atas, maka tidak berlebihan jika ditarik kesimpulan
bahwa tujuan dari PKPU adalah demi tercapainya perdamaian antara si debitor
dengan para kreditornya. Sejalan dengan hal ini, maka merupakan fakta hukum

bahwa tujuan dari PKPU di dalam proses PKPU Sritex Group telah tercapai.

41.  Sebenarnya, mengenai uraian ini telah Para Termohon PK sampaikan sebelumnya di
dalam Kontra Memon Kasasi tertanggal 10 Februan 2022 (dalam berkas perkara).
Karenanya, demi efisiensi, mohon kesediaan Majelis Hakim Agung untuk dapat
mempethatikan uraian dimaksud untuk dalil lebih rinci, sebagaimana diketahui hal
tersebut termasuk dalam lingkup pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung sendiri di
Tingkat Peninjauan Kembali (PK).

42.  Namun yvang ingin Para Termohon PK tegaskan disini adalah: saat i1 tujuan dari
PKPU telah tercapai. Schingga, seyogianya Majelis Hakim Agung harus

mempertimbangkan seluruh aspek jika hendak mengabulkan Permohonan dan

Memori PK dari Pemohon PK. Untuk itu, marilah merujuk pada Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung No. 24 PK/N/1999, antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel
melawan PT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd (“Yurisprudensi PK
No. 24/1999”).

Yusisprudensi PK No. 24/1999 adalah putusan Peninjauan Kembali yang pada priode
itu diputus oleh YM. Sarwata, S.H. (Ketua Majelis Hakim), YM. H. Zakir, S.H., dan
YM. Th. Ketut Suraputra, S.H. (Anggota Majelis Hakim), dengan kaidah hukum yang

berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perkara kepailitan, perlu memerbatikan Repentingan perusabaan Debitor dan

kepentingan Kreditor secara seimbang. Jika usaha Debitor masih mempunyai 5\/
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potensi dan prospek, seharusnya usaha itu masih diberi kesempatan

untuk tetap hidup dan berkembang, dan penjatuhan pailit merupakan

ultimum remedium.”

43. Untuk memberikan keterangan menyeluruh, berikut di bawah ini disampaikan
pertimbangan hukum Yursprudensi PK No. 24/1999, yang pada pokoknya
menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara dengan konsekuensi hukum pailit
harus mempertimbangkan setiap aspek, diantaranya aspek gejolak ekonomi, aspek
ketenagakerjaan, aspek sosial, dan aspek kepentingan yang seimbang antara debitor dan
para kreditor. Guna menghindari keraguan, beritkut disampatkan bunyi pertimbangan

hukum pada Yutisprudensi PK No. 24/1999:

“Sehingea, mengaitkan dua alat bukti yang tujuannya jelas-jelas bertolak

belakang dijadikan suatu syarat untuk menyatakan Pailit adalah syarat

vang dipaksakan oleh Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan rasa

keadilan bagi para kreditur Iain sebagai kreditur terbesar yang sangat dirngikan;

Begitu pula Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat karena

perusahaan sebagai Debitur ataupun kepentingan secara seimbang,

sebagaimana dinraikan dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nowmor 4 tabun
1998 yang pada pokoknya berbunyi: “Lebih jauh lagi Gejolak Moneter telah
ternyata memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan
dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada
kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat berantai;

Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada
umumnya tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek
sosial lainnya yang jauh lebih perlu diselesaikan secara adil dalam arti
memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai Debitur ataupun g{

Kepentingan Kreditur secara seimbang”;
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Bagitu pula Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan

kepentingan para Kreditur lainnya yaitu BBD dan BNI yang mempunyai
pintang lebih besar dari pintang Termohon Peninjanan Kembalt, sehingga Kreditur-Kreditur

lainnya tersebut telah mengajukan keberatan atas permobonan Pailit terhadap Debitur;

Babwa, atas alasan-alasan Peninjanan Kembali tersebut, Mabkamah AAgung berpendapat:

Mengenai alasan ad.l dan ad.2:

Mengenai alasan ad 3:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah
mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam
PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan

Undang-Undang Nowmor. 4 Tahun 1998, dimana secara essensial ditentukan

bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil

dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai Debitur atau

kepentingan Kreditur secara seimbangy

Potensi dan prospek dari usaha Debitur harus Pula dipertimbangkan
secara baik. Jika Debitur tersebut masih mempunyai Potensi dan Prospek,
sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang,

Seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. QOleh karena itu
penjatuhan pailit merupakan Ultimum Remedium.”

44.  Merujuk pada pertimbangan hukum dari Yurisprudensi di atas, selayaknya Majelis
Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara # guo turut mempertimbangkan
seluruh aspek vang terkait, mengingat saat ini tujuan PKPU (perdamaian) telah tercapai,
dan penjatuhan pailit terhadap Para Termohon PK harus dianggap sebagai
suatu upaya paling akhir (ultimum remedium), karena kepailitan terhadap Para

Termohon PK tentu akan menyangkut hajat hidup banyak pihak. Artinya, diperlukan

alasan yang betul-betul fundamental untuk dapat mengabulkan Permohonan dan (
Memori PK dari Pemohon PI.
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45.

Merujuk pada alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon PK dalam Memon PK-
nya, Para Termohon PK berpendapat alasan-alasan yang disampaikan Pemohon PK di
dalam Memori PK-nya tidak layak untuk dikabulkan, dimana argumentasi atas pendapat

Para Termohon PK tersebut akan disampaikan satu per satu pada uraian di bawah.

PROSES PKPU SRITEX GROUP ABALAH SAH DAN TELAH SESUAI

DENGAN KE’I’ENTUAN UUK

TIDAK PERNAH ADA PROTES MAUPUN KEBERATAN YANG
DILAYANGKAN PEMOHON PK TERHADAP PROSES PKPU SRITEX GROUP

46.

47,

48.

Agar uraian runut dan sistematis, izinkan Para Termohon PK tetrlebith dahulu

menguratkan seluruh fakta hukum atas tetlaksananya proses PKPU Srtex Group.

Pada tanggal 19 Aprl 2021, Para Termohon PK telah dimohonkan PKPU olch
kreditornya (CV Prima Katya). Kemudian, pada tanggal 06 Me1 2021, Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan Para Termohon PK berada dalam

PKPU Sementara.

Sehubungan dengan hal di atas, Tim Pengurus vang ditunjuk telah melakukan
pengumuman koran dan berita negara, diantaranya terkait status hukum Para
Termohon PK dan jadwal-jadwal kegiatan selama proses PKPU, di Koran Bisnis
Indonesia & Tribun Jateng, sebagai berikut:

- Rapat Kreditor ke-1 : Kamus, 20 Mei 2021

- Batas Akhir Pengajuan Tagihan : Selasa, 25 Mei 2021
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- Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi : Kamis, 03 Jun1 2021

- Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutuan : Kamis, 10 Juni 2021

Suara atas Rencana Perdamaian

49. Bahwa terhadap hal di atas, seluruh kreditor (termasuk Pemohon PK) telah
terinformasikan dengan baik, sebagaimana diakut sendiri melalur dalil-dalil yang
sebelumnya 1a sampatkan dalam Memon Kasasi (dimana dituliskan oleh Pemohon PK

bahwa tagthannya telah tercantum di dalam Daftar Piutang).

50.  Sebagai informasi kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara: sempitnya waktu
yang tersedia, antara Rapat Kreditor Ke-1 dengan Batas Akhir Pengajuan

Tagihan, mengakibatkan banyaknya kreditor yang menyatakan tidak mampu
untuk memperoleh dokumen legalitas (asli) dari para principal-nya, khususnya

para kreditor yang berdomisili di luar negeri.

51. Mempertimbangkan banyaknya kepentingan yang harus diselamatkan, maka Tim

Pengurus mengambil sikap vang sama kepada seluruh kreditor, yaitu:

mempersilahkan r_par kilan dari ra kreditor untuk melanjutkan-
kegoiatan pendaftaran ihan demi roulirn rangkaian Pr PKP
ritex Gr

AKAN TETAPI, Tim Pengurus juga tetap mengingatkan para kreditor untuk secara
paralel melengkapi dokumen legalitasnya. Hal in1 menjadi penting untuk diketahui agar
Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara dapat memahami bahwa toleransi dan

kelon ran_van iberikan oleh Tim Pengutr n n rmuar ri
itik ik dari Tim Pen i ndiri.

Tim Pengur noan _itik ik _memberikan ki n_membuk
k 1 -1 n k ra kreditor untuk memenuhi

dokumen formil yang dipersyaratkan. Para Termohon PK mengetahui secara perciyk
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hal ini, karena Tim Pengurus pun telah tetlebih dahulu menanyakan kesediaan dar Para

Termohon PK sebelum dalam mengambil sikap ini.

52.  Sebagai informasi tambahan, pelaksanaan verifikasi utang beserta penerbitan Daftar
Piutang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk diantaranya
dengan adanya keberatan-keberatan yang diajukan. Bahwa, terdapat keberatan dari para
kreditor terhadap Daftar Piutang, antara lain diajukan oleh: Emirates NBD Bank
(P.].5.C) Singapore Branch, PT Century Tokyo Leasing Indonesia, dan Deutsche Bank
A.G., Cabang Jakarta.

Keberatan-keberatan tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan UUK dimana Hakim
Pengawas kemudian mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 12/Pdt.Sus-
PKPU/PN.Niaga.Smg. Penetapan tersebut kemudian dibacakan secara terbuka dalam
rapat kreditor tertanggal 14 September 2021. Hal in1 kembali membuktikan bahwa Tim
Pengurus selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang, dalam art1

kata tidak pernah tebang pilih dan selalu bersikap sama-rata kepada seluruh kreditor.

53. Berdasarkan serangkaian hal di atas, diketahui bahwa TIDAK PERNAH ADA
PROTES ATAU KEBERATAN YANG DITAYANGKAN OLEH PEMOHON

PK, baik kepada Para Termohon PK, Tim Pengurus, maupun kepada Hakim

Pengawas (mengenai tagihannya atau mengenai prosedur atau mengenai

tagihannya sendiri).

BAHKAN HINGGA SEBELUM PENGESAHAN PERDAMAIAN PUN,
PEMOH PK TIDAK MENGAJUKA ATU KEBERATAN/PROTE

DAILAM BENTUK APAPUN.

54. Mohon sekali lagi agar menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Agung pemeriksa dan

pemutus perkara, bahwa proses PKPU Sritex Group telah berjalan dengan sesuai

pada ketentuan yang berlaku, dan karenanya demi hukum berlaku secara sah serta (f
mengikat.
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PERJANJIAN PERDAMAIAN ADALAH SAH MENURUT HUKUM DEMIKIAN.

PULA PUTUSAN HOMOLOGASI ADALAH SAH MENURUT HUKUM

RAPAT KREDITOR TERTANGGAL 21 JANUARI 2022 ADALAH SAH DAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

35,

56.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari 2022, bahwa perdamaian antara Para

Termohon PK dan para kreditornya tercapai setelah dilakukannya perpanjangan-

perpanjangan masa PKPU, yang rinciannya disampaikan sebagai berikut:

Perpanjangan PKPU ke-1: perpanjangan masa PKPU selama 90 (sembilan

puluh)  hari, yang diberikan  melalui Putusan No. 12/Pdc.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Juni 2021

Perpanjangan PKPU ke-2: perpanjangan masa PKPU selama 77 (tujuh puluh

tujuh) hant  yang dibesmkan melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 20 September 2021; dan

Perpanjangan PKPU ke-3 (terakhir): perpanjangan masa PKPU selama 50
(lima puluh) hari yang diberikan melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN Niaga.Smg tertanggal 06 Desember 2021.

Bahwa perdamaian yang dimaksud di atas diperoleh Para Termohon PK atas proses

PKPU Sritex Group yang sejalan dengan ketentuan UUK, dimana:

a.

Bahwa Para Termohon PK telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama yang
bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal
20 Mei 2021, f
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b.  Bahwa Para Termohon PK telah melakukan Rapat Pra Pencocokan Piutang (Pra
Verifikast) para kreditor sesuai dengan undangan Tim Pengurus di Kantor Tim
Pengurus, vang bertempat di DANENDRA, Menara Global 7" Floor, Suite
#7D, J1. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, yang kemudian ditkuti
deﬁgan Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) sesuai dengan undangan Tim
Pengurus pada tanggal 03 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang;

C. Bahwa berkenaan dengan telah terselesaikannya verifikasi atas piutang kreditor
Para Termohon PK, Tim Pengurus telah menyampatkan Daftar Piutang Tetap
(DPT) pada tanggal 06 Juli 2021,

d.  Kemudian dilakukan perpanjangan-perpanjangan PKPU sebagaimana telah
diuratkan di atas, yang pertama perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) har
yang diberikan pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian diberikan perpanjangan ke-2
selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari pada tanggal 20 September 2021, dan yang
terakhir dibertkan perpanjangan selama 50 (ima puluh) hari pada tanggal 06
Desember 2021.

Perlu disinggung, bahwa perpanjangan PKPU vyang terakhir diberikan atas
kewenangan Hakim Pengawas sesuai Pasal 277 UUK, padahal sesungguhnya

Para Termohon PK men kan di muka r h h si ntuk
ilakukan emun n ra. Akan tetapi, Hakim Pengawas

mempertimbangkan masukan-masukan dan permintaan dari para kreditor untuk

dapat memaksimalkan masa PKPU, schingga pada akhirnya memberikan

perpanjangan PKPU sesuai kewenangan yang dimilikinya. Para Termohon PK
pun menyerahkan kebijjakan sepenuhnya kepada Hakim Pengawas yang

mengakomodir kemauan dari para kreditor.

e.  Berikutnya, Para Termohon PK telah menyampaikan draft Rencana Perdamaian

kepada Tim Pengurus pada tanggal 17 Januan 2021, dimana didistribusikan oleh (
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Tim Pengurus kepada para kreditor di hari yang sama. Dengan demikian, hal
mengenai dikirimkannya Rencana Perdamaian pun telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (1) UUK, dan para kreditor memiliki waktu
yang cukup untuk mempelajari draft Rencana Perdamaian yang akan dibahas dan
divoting pada Rapat Kreditor tertanggal 21 Januari 2022 (selanjutnya disebut
“RK 21 Januari 20227).

f; Bahwa Para Termohon PK dan para kreditor telah melakukan pemungutan suara
atas Rencana Perdamaian dalam forum RK 21 Januan 2022, dimana atas Rencana
Perdamatan tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor dan memenuhi kuorum

vang diatur pada Pasal 281 UUK.

57. Bahwa sebagaimana diketahui dalam RK 21 Januari 2022 di Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Neger1 Semarang tersebut telah dilakukan pula forum tanya-jawab dan

pemberian saran dari para kreditor atas Rencana Perdamaian vang ditawarkan.

Pada forum ini, para kreditor diberitkan kesempatan untuk (i) mendapatkan penjelasan
atas skema penyelesaian utang yang ditawarkan dengan disertai pertimbangan
ditawarkannya skema penyelesaian utang tersebut; dan (i) memberikan masukan dan
skema penyelesaian utang yang dinginkan untuk dipertimbangkan oleh Para Termohon

PK dalam merevist Rencana Perdamaiannya sebelum dilakukan Pemungutan Suara atas

Rencana Perdamaian. Mohon dicatat: pada forum rapat kreditor ini juga
ilakukan mbahasan tentang kil 1 npr i. Sehingga, sebenarnya

keberatan Pemohon PK mengenai klausul Wanprestasi sudah pernah dibahas dan
dijelaskan secara panjang-lebar di dalam rapat kreditor. Uratan tanggapan atas keberatan
Pemohon PK perihal klausul Wanprestasi akan disampaikan oleh Para Termohon PK

pada uraian Bab tersenditi di bawah.

58. Setelahnya, telah dilakukan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian, dimana
perolehan hasilnya adalah persetujuan dari 11 kreditor separatis yang hadir (100%)
yang mewakili Rp. 716.721.167.991,00 (atau 100% dari nilai tagihan seluruh (
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59.

kreditor separatis yang hadir); dan persetujuan dari 75 kreditor konkuren yang
hadir (75%) yang mewakili Rp. 12.175.355.112.748,00 (atau 67,38% dari nilai
tagian seluruh kreditor konkuren yang hadir). Dengan demikian, Rencana
Perdamaian sah berlaku untuk disahkan menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat

Pemohon PK sesuai ketentuan Pasal 286 jo. 281 ayat (2) UUK.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum telah disetujuinya Rencana Perdamaian oleh para
kreditor, maka Hakim Pengawas kemudian menyampaikan Laporan Dan Rekomendasi
Pengesahan Perjanjian Perdamaian Dalam Proses PKPU Sritex Group kepada Judex

Factie, yang di dalamnya menyampaikan bahwa telah tercapai suatu perdamaian

antara para Debitor (in casu Para Termohon PK) sehingga telah memenuhi -

ketentuan Pasal 281 UUK. Berdasatkan hal tersebut, kemudian Judex Iactie

membertkan pertimbangan hukum di dalam Putusan Homologasi sehubungan dengan

laporan dart Hakim Pengawas, yang berbunyi sebagai bertkut:

Halaman 9 Putusan Homologasi:

“Menimbang, Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari
Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 24 Janwari 2022,
perthal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara No. 12/ Pdt.Sus-
PKPU/ 2021/ PN.Niaga.Smg, yang pada pokoknya menerangkan sebagar berikut: ..."

Halaman 124 s.d. 128 Putusan Homologasi:

<

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas mengutip Laporan Akhir Tim
Pengurus tertanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon
kepada Hakim Pengawas untuk dapat memberikan rekomendasi kepada
Majelis Hakim a quo agar dapat memberikan Putusan Pengesahan
Rencana Perdamaian kepada Debitor PKPU yang akan diputuskan pada
Sidang/ Rapat  Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 25 Januari 2022
dengan mempertimbangkan keterjaminan pelaksanaan Perjanjian
Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditur dan Para Debitor PKPU,

sebagai berikut:
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60.

Berdasarkan isi dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022 diketahui

bahwa rencana perdamaian disusun dengan memperhatikan terjaminnya
pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditur dan
Para Debitor PKPU, sebagai berifeut:

Mentmbang, babwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada bari Selasa, 25
Januar: 2022, Para Kreditor dan Para Debitor PKPU  membenarkan apa yang

diuraikan pada Laporan Hakim Pengawas sebagaimana. tersebut diatas

serta keterangan Tim Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim

agar melakukan pengesahan perdamaian vang telah disetujui oleh Para

Debitor PKPU dengan Para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat. (1)

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang”

Bahwa dalam rangkaian proses yang disebutkan di atas, terdapat peristiwa yang menjadi
pokok persoalan di Kasasi bahkan di PK a guwo, yakni: tdak diperkenankannya Citibank

N. A. (kreditor) untuk mengikuti kegiatan pemungutan suara, dengan alasan: kuasa

hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA (vaitu: Ginting &

Reksodiputro) tidak membawa asli surat kuasa yang dipersyaratkan dan

dimintakan oleh Tim Pengurus sejak jauh-jauh hari.

Sebagai informasi tambahan: ternyata Ginting & Reksodiputro TIDAK PERNAH
menunjukkan asli legalitas surat kuasa kepada Tim Pengurus, sejak awal

hingga akhir masa PKPU Sritex Group.

Stkap Tim Pengurus yang tidak memperkenankan Ginting & Reksodiputro (kuasa
hukum Citibank N.A.) untuk ikut serta dalam pemungutan suara juga dialami

kreditor lain, yaitu: Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., karena Taipei

Fubon Commercial Bank Co. Ltd. juga tidak membawa dan tidak mampu

menunjukkan surat kuasa asli sebagaimana hal tersebut dipersyaratkan oleh Tim g
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Pengurus sejak jauh-jauh hari. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tim

Pengurus telah bersikap konsisten dan sama rata kepada seluruh kreditor.

Para Termohon PK mengetahui akan adanya dalil dar1t Pemohon PK berkenaan dengan
perbedaan sikap dart Tim Pengurus kepada Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa
hukum Cittbank N.A. untuk tagihan Bilateral & ISDA) dan kepada Law Iirm Swandy
Halim & Partners (selaku kuasa hukumm Citibank N.A. untuk tagihan sindikasi). Dalil
bantahan Para Termohon PK sehubungan dengan hal i akan disampaikan secara rinci

pada uraian Bab tersendirt di bawah.

61. Melanjutkan rangkaian cerita di atas, Citibank N.A. (melalui kuasa hukumnya)
mengajukan surat keberatan atas peristiwa tidak diperkenankan dalam pemungutan
suara. Hal ini adalah wajar dan dapat dimengerti, mengingat pengajuan keberatan
merupakan hak natural yang melekat kepada Citibank N.A. selaku subyek hukum atas

kepentingan tagihannya sendiri.

Namun selain dart keberatan yang diajukan Citibank N.A., tidak ada keberatan lain yang

diajukan. Secara spesifik, Pemohon PK tidak mengajukan keberatan apapun.

Begitu pula halnya ketika pelaksanaan RK 21 Januan 2022, Pemohon PK juga tidak

mengutarakan atau menyampaikan suatu keberatan apapun.

62. Selain 1tu, sudah sepatutnya Pemohon PK memahami bahwa dengan telah terpenuhinya
ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK, maka Rencana Perdamaian menjadi dapat diterima
dan dapat disahkan melalui Putusan Homologasi. Schingga keberlakuan Petjanjian
Perdamaian pun menjadi mengikat kepada Pemohon PK selaku KREDITOR
KONKUREN (apalagi lah i_ditolak oleh Mahkamah Agung RI),
layaknya suatu undang-undang baru yang menggantikan perikatannya yang lama (fex

posterior derogate leg prior).

63. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, bahwa uraian di atas diharapkan memberikan

gambaran secara menyeluruh kepada Majelis Hakim untuk memertksa dan memutusé'(
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perkara @ guo, bahwa proses PKPU Sritex Group telah betlangsung sesuat ketentuan
UUK dan telah pula mengedepankan asas kehati-hatian. Terutama spesifik terhadap
Pemohon PK, yang sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga tidak
berlebihan kiranya jika mengambil kesimpulan bahwa kepentingan Pemohon PK

dianggap telah terpenuhi.

64. Sekali lagi diulangi, bahwa tujuan dan kepentingan utama dan proses PKPU adalah
demi tercapainya perdamaian, yang mana saat ini terbukti telah tercapai. Atas dasar hal
tersebut, patutlah Para Termohon PK untuk memohon kepada Majelis Hakim Agung
yang memeriksa dan memutus perkara a gio untuk menolak Permohonan dan Memon
PK dari Pemohon PK untuk seluruhnya, mengingat perdamaian dalam Proses PKPU
Sritex Group dicapai dengan itikad tidak baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam
UUK dan telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap atas ditolaknya
Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi)

melalui Putusan Kasasi. Mengenai dalil-dalil Pemohon Kasasi akan dibantah dalam

uraian tersendirt di bawah.

JUDEX JURIS TELAH TEPAT KARENA TIDAK TERBUKTI ADANYA
DISPARITAS SIKAP DARI TIM PENGURUS DALAM MELAKSANAKAN

TUGASNYA SELAMA PROSES PKPU SRITEX GROUP

KESALAHAN BERADA PADA GINTING & REKSODIPUTRO (SELAKU KUASA
HUKUM CITIBANK N.A. UNTUK TAGIHAN BILATERAL & ISDA) KARENA
TELAH GAGAL DAN LALAI UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL
YANG DIPERSYARATKAN OLEH TIM PENGURUS SEJAK JAUH-JAUH HARI

65. Pada butir 15 huruf a Memor PK, Pemohon PK menyampatkan dugaannya perthal

adanya upaya tidak jujur dani Tim Pengurus. Dugaan Pemohon PK sebenarnya tidak

berdasar, karena saat in1 hanva Pemohon PK saja yang merasa demikian. Para kreditor {
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lain tidak ada vyang berpikir seperti Pemohon PK, termasuk Taipei Fubon

mmercial Bank L ng i idak diperkenankan mengikuti
mun n ra, namun rsik rif dan tidak mengajukan keberatan
karena ia men ri kelalaian ber ithakn

Begitupula Citibank N.A. vang semula mengajukan upaya hukum Kasast karena
tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pemungutan suara, namun khirn
mencabut permohonan Kasasinya, sehingga hal yang ia permasalahkan tersebut
demi hukum menjadi gugur dan tidak dapat dipermasalahkan lebih jauh lagi.

66. Guna mempermudah uraian dalil, Para Termohon PK akan menjelaskan perihal
idak diperkenankann intin Reksodiputr laku I hukum dari

itibank untuk ihan Bilateral n_ISDA ntuk mengikuti kegiatan

mun 1 Ira.

Pertama-tama dijelaskan tetlebih dahulu, bahwa Citibank N.A. memiliki 2 (dua) tagthan

kepada Para Termohon PK, yaitu:

i Tagihan Bilateral dan ISDA, dimana hak dan Citibank N.A. untuk tagihan ini
diwakili oleh kantor hukum Ginting & Reksodiputro; dan

b.  Tagihan Sindikasi, dimana hak dari Citibank N.A. untuk tagihan ini diwakili oleh

kantor hukum Swandy Halim & Partners.

Yan ini dipermasalahkan oleh Pemohon PK ialah hak Citibank N.A

ihan Bilateral dan ISD ng diwakili oleh Gintin Reksodiputro. Entah
datt mana kaitan kepentingannya, Pemohon PK mempermasalahkan mengapa Ginting
& Reksodiputro tidak diperkenankan untuk memberikan suara untuk tagthan Bilateral
& ISDA akan tetapi Swandy Halim & Partners diperkenankan oleh Tim Pengurus
untuk 1kut serta memberikan suara mewakili hak Citibank N.A. atas tagihan sindikasi. K |
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67.

68.

Schubungan dengan hal di atas, perlu Para Termohon PK jelaskan dan ungkapkan

FAKTA HUKUM scbagai berkut:

a.  GINTING & REKSODIPUTRO TIDAK MEMBAWA DAN TIDAK
MAMPU MENUNJUKAN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17
MEI 2021 DARI SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI PADA RK 21
JANUARI 2022.

b. GINTING & REKSODIPUTRO TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN
KEPADA TIM PENGURUS ASLI DOKUMEN SURAT KUASA
TERTANGGAL 21 APRIL 2020 DARI PIYUSH AGRAWAL KE SDR.-
BATARA PARUHUM SIANTURI. Termasuk DI saat hari pelaksanaan RK 21

Januani 2022, Ginting & Reksodiputro lagi-lagi tidak membawa dokumen ash
Surat Kuasa tertanggal 21 Aprl 2020 tersebut (meski sudah diminta dan
dingatkan berulang kali). D1 hari pelaksanaan RK 21 Januan 2022, Ginting &
Reksodiputro justru mengaku bawah dokumen tersebut tertinggal dan berada di

kantornya di Jakarta.

Catatan: Swan Halim Partners _mam memenuhi kumen-

kumen no tidak mam ipenuhi oleh Gintin Reksodiputr

Sehingga, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon PK pada butir 19 huruf a (tentang
kejanggalan /disparitas sikap dari Tim Pegurus) merupakan hal yang tidak masuk

akal dan tidak relevan. Keberatan yang disampaikan Pemohon PK justru

menonjolkan kelalaian dari Ginting & Reksodiputro dalam menjalankan tugas kuasanya.

SEKALI LAGI DIULANGI SEBAGAI PENEGASAN, sikap Tim Pengurus yang
memperkenankan Swandy Halim & Partners (selaku kuasa hukum Citbank N.A. untuk

tagthan sindikast) untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara DIDASARI g
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69.

LEH FAKTA KE PA ANDY HALIM & PARTNERS Y
MAMPU MEMENUHI PERSYARATAN DOKUMEN, YAITU MEMBAWA
DA ME KA ASILT D ME T ASA A
MEMBUKTIKA PE KA DA DASAR KE A A

DAIAM MEWAKIILI TAGIHAN SINDIKASI.

Berbeda halnya dengan keadaan yang terjadi pada Ginting & Reksodiputro (selaku
kuasa hukum Cittbank N. A. untuk Tagihan Bilateral & ISDA), meskipun pihak yang
memberikan/menan ngani k lah oran n ma, NAMUN
TERNYATA GINTING & REKSODIPUTRO TIDAK MAMPU MEMBAWA
DAN MENUNJUKAN DOKUMEN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17
MEI 2021 YANG MENUNJUKAN PEMBERIAN KUASA DARI SDR. BATARA
PARUHUM SIANTURI KEPADA GINTING & REKSODIPUTRO. Padahal, Tim

Pengurus telah berulang kali meminta dokumen tersebut.

Sehingga, perbedaan sikap Tim Pengurus kepada Ginting & Reksodiputro dan Swandy
Halim & Partners adalah hal yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan
sikap tersebut pun tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya tidak jujur dam Tim
Pengurus, karena sejak awal Tim Pengurus telah bersikap terbuka dan obyektf sama-

rata kepada para kreditor.

Hal senada juga disampaikan sebagai suatu fakta hukum pada Laporan Pengurus
tertanggal 24 Januari 2022 yang keterangan berkenaan dengan hal tersebut juga
tercantum dalam Putusan Homologast halaman 21 s.d. 22, yang bunyinya dikutip

sebagai berikut:

“Babwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro yang menyatakan mewakili
Citibank N A. Jakarta Branch (untuk porsi pintang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502)
dalam rapat kreditor, tidak dapat melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen legal
standing/ kewenangannya bertindak untuk dan atas nama kreditor unink melakukan

pemungutan suara, dengan alasan sebagai berikut:
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al  Babwa pibak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyerabkan dokunen-
dokumen kepada Tim Pengurus melalui jasa pengiriman (INLE) dengan resi pengiriman
nomor 010900012447221, dan diterima oleh Tim Pengurus pada tanggal 25 Mei
202t;

b)  Babwa pibak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyatakan telah
menerima surat kuasa khusus dari Batara Parubuwm Sianturi dalam jabatannya
selaku pemberi kiasa substitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan
surat kuasa tanggal 21 April 2020 oleh Piyush Agrawal, dalam kapasitasnya selaku
Excecutive VVice President dari Citibank, N.A. sunatu perusahaan perbankan New
York yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan
pada surat kuasa langgal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Tin Pengurus dalam

bentuk foto copy dan tidak disertar aslinyay

¢) Bahwa dalam  rapat  pibak dari Firma Hukum  Ginting & Reksodiputro
menunjukkan dokumen surat kuasa ask yang berbeda dengan surat kuasa tanggal 17
Mei 2021 yang pada pokoknya merupakan penambaban penerima kuasa dari dan
merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021, terkait hal ini Tim Pengurus menilai
tidak dapat mengakuinya dikarenakan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat

ditunjukkan aslinya kepada Tim Pengurus;

d)  Babwa Tim Pengurus menerima surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020
dari pihak Firma Hukum Ginting & Reksodiputro, yang menerangkan Piyush
Agrawal selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A memberikan kuasa

kepada Batara Parubhum Sianturi, dalam bentuk foto copy dan tidak disertai askinyay

¢)  Babwa Tim Pengurus  belum  menerima  ldentitas  Piyush  Agrawal  yang
mengatasnamakan selakn  Execntive Ve President dari Citibank, N.A yang
memberikan kuasa kepada Batara Parubum Sianturi sebagaimana dinyatakan dalam g’

surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020,
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7 Babwa Tin Pengurus belum menerima dokumen atau akta yang nenunjukkan babwa
Piyush Agrawal merupakan Fxecutive Vice President dari Citibank, N.A ataupun

memiliks kewenangan bertindak untuk dan atas nama Citibank N.A;

g)  Babwa Tim Pengurus menerima dokumen anggaran dasar Citibank N. A/ Citibantk
N.A by-Laws as amended effective october 22, 2019 dalam bentuk foto copy dan tidak

disertai aslinya,”

70.  Sebagai informasi, sejak awal berakhirnya proses PKPU Sritex Group, GINTING &
REKSODIPUTRO TIDAK PERNAH SEKALIPUN ME KKAN ASLI
RAT ASA TERTA AL 17 MEI 2021, LEBIH-LEBIH T
KUASA TANGGAL 21 APRIL 2020 KEPADA TiM PENGURUS. Sehingga, sama
sekali bukan suatu perbuatan curang/tidak jujur apabila Tim Pengurus tidak
mempetkenankan Gintng & Reksodiputro untuk tidak ikut serta dalam kegiatan

pemungutan suara.

71. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, salah satu hal yang patut juga
diperhatikan terhadap Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 adalah ketentuan
Permenlu 09/2006.

72.  Sebagaimana diketahui, Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 adalah dokumen

asing karena surat kuasa tersebut dibuat di luar wilayah Republik Indonesia dan
ditandatangani pula oleh warga negara asing. Sehingga, agar Surat Kuasa
tertanggal 21 Apnl 2020 dapat dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia,
maka sebelumnya terlebih dahulu harus melewati proses legalisasi sesuai ketentuan

Permenlu 09/2006.

73. Pada intinya, Permenlu No. 09/2006 mengatur bahwa setiap dokumen asing (luar
negeri) harus djlega]jsasi/ konsulerisasi oleh perwakilan Indonesia di negara setempat, (

yang berbunyi:
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B, LEGAT IS AS]

69. Dofkumen yang dibuat atan diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan
dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM
RI, Departemen Iuar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di Iuar negeri dan ingin
dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang
sama, yaitu dilegalisasi oleh Kemeunterian Kehakiman dan/atau
Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan

Republik Indonesia di negara setempat.”

74. Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa setiap dokumen asing yang
dipergunakan di Indonesia haruslah melalui proses legalisasi oleh institusi pemerintah di
negara terkait (pada saat itu kewajiban Legalisasi Permenlu No. 09/2006 masih berlaku

dan Peraturan Presiden yang baru belum berlaku).

Pada umumnya, dokumen yang dilegalisasi tersebut ditandai dengan sealed dari Notartis,

khususnya pada negara-negara yang menganut common law. Kalaupun dokumen yang
dikitimkan oleh pihak di luar negeri senyatanya adalah dokumen fotokopi, maka
dokumen fotokopi tersebut tetap harus tetap dilegalisasi dan akan di-sealed oleh Notaris
untuk dapat diperhitungkan sebagai suatu dokumen yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sama dengan dokumen asli. Otorisasi berupa legalisasi berikut
dengan sealed Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
dokumen yang dilegalisasi tersebut. Dalam arti, tidak boleh dibongkar atau dipecah- -

pecah.
75.  Namun dalam hal ini, selain tidak dapat menunjukan ashi Surat Kuasa tanggal 17 Mei

2021, Ginting & Reksodiputro (yang mengaku sebagai perwakilian Citibank N.
A. atas Tagihan Bilateral dan ISDA) juga HANYA menyerahkan dokumen(
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fotokopi dari Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020, tanpa sealed notaris maupun

legalisasin

Atas dasar hal tersebut, Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 bukanlah dokumen asing
yang dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (in casu
Permenlu No. 09/2006) dan berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti apabila Tim

Pengurus tidak bisa memperhitungkan dokumen tersebut. Apalagi Ginting &

Reksodiputro telah diberikan waktu vang lebih dari cukup untuk

mempersiapkannya (bahkan di RK 21 Januari 2022, Ginting & Reksodiputro mengaku

bahwa surat kuasa tersebut tertinggal di kantornya).

76. Bahwa sejatinya Ginting & Reksodiputro maupun Citibank N. A. TIDAK
PERNAH MEMBANTAH mengenai tidak aslinya Surat Kuasa. Yang coba-coba
dilakukan oleh Ginting & Reksodiputro hanya berusaha untuk menutupi celah dengan
surat-surat pendukung lainnya, akan tetapi tetap saja tidak bisa menunjukkan asli
Surat Kuasa sebagai sumber kewenangannya untuk memberikan suara atas tagihan

Bilateral dan ISDA dan Citibank N.A.. Pada akhirnya, Citibank N.A. pun sadar

dan mencabut Permohonan dan Memori Kasasi vang sebelumnya sempat

mereka ajukan.

SEJAK JAUH-JAUH HARI TIM PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS TELAH
BERUIANGKALI MEMINTA DAN MENGINGATKAN PARA KREDITOR
UNTUK MEMBAWA ASLI DOKUMEN LEGALITAS GUNA KEPERLUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA SELURUH KREDITOR TERMASUK
PEMOHON KASASI

77.  Masth merujuk pada dalil Pemohon PK pada Bab III Memor PK-nya, Pemohon PK
menuliskan bahwa terdapat dugaan bahwa perdamaian dicapai atas upaya tidak jujur

dari Tim Pengurus. Dalil/dugaan dari Pemohon PK ini adalah dalil keliru dan

sesat. Tidak ada pernyataan dalam di dalam Putusan Homologasi yang menyatakan ha(l(~

seperti yang didalilkan oleh Pemohon PK.
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Pada faktanya, yan rtuli lam P n Homol i lah Tim Pengur

lah meminta k intin Reksodi I ntuk membetrikan asli sur
k ik lam kesem n ndaftaran ihan, verifikasi, m n
kesem n lainn ik ra lan ng m n tidak lan nge.

78.  (Guna memberikan keterangan secara menyeluruh, berikut di bawah in1 dijabarkan
serangkatan komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan kepada Ginting &
Reksodiputro (selaku kuasa atas Tagihan Bilateral dan ISDA) untuk memenuhi

dokumen persyaratan agar dapat mengikuti voting:

° Pada tanggal 25 November 2021, Tim Pengurus telah secara langsung meminta

kepada Ginting & Reksodiputro untuk dapat memenuhi permintaan dokumen
perithal pemberian kuasa dari Piyush Agrawal kepada Sdr. Batara Paruhum

Sianturl.

Perlu digarisbawahi, tindakan Tim Pengurus ini dilakukan pada tanggal 25

November 2021, ARTINYA: permuntaan Tim Pengurus agar Ginting &

Reksodiputro melengkapi dokumen dilakukan jauh-jauh hari sebelum agenda
pemungutan suara. Itu tandanya, Tim Pengurus telah melaksanakan tugasnya

sesual ketentuan hukum yang berlaku. f/

lanjut halaman berikutnya (sereen capture). ..
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<1 "?"_ Rivan Supriadi Ginti... [ 1 O
Tao 10 learn more
Thu, 25 Nov
Selamat malam Pak Rivan,
perkenalkan saya Vivi staff Tim
Pengurus Sritex, begini pak setelah
kami cek dokumen citibank
(bilateral), kami belum dapat
dokumen yang menerangkan
keterangan penunjukkan Pyus
sebagai Chief Executive Officer,
terkait hal itu boleh dilengkapi pak
dokumennya,

Malam mbak vivi, dr citibank nama
ceo nya pak batara

Setau saya pyus itu dbs

Namun pak dalam POA to Batara
Paruhum Sianturi tertanggal 24
Februari 2021, yg memberikan
kuasa adalah Pak Piyush Agrawal

®
Pak Piyush Agrawal itu CEO
citibank DUNIA
- @ @ §
<1 ) "ﬁ: szaan Supriadi Ginti... [0 Q&

kalau dilihat disana, bahkan sudah
dikonsulerisasi oleh kedutaan RI di
Washington dan juga sudah
dilegalisir notaris Indonesia

dalam setiap urusannya Cit: selalu
menggunakan dokumen itu utk
keperiuan di pengadilan, regulator
di

Dimengerti pak, pada prinsipnya
Tim Pengurus tetap memerlukan
dokumen yang menunjukkan
bahwa Pak Piyush adalah pihak yg
berwenang bertindak untuk dan
atas nama citibank dan pihak yg
berwenang memberikan kuasa
kepada Pak Batara.

Kami hanya menyampaikan apa yg
dimintakan oleh Tim Pengurus,
selanjutnya kami kembalikan
kepada bapak untuk melengkapi
dokumen tersebut.
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Perlu sakinan dokumen CITIBANK
global?

Pak Batara adalah CEQ citibank
indonesia - kami mewakili Citibank
Indonesia

untuk penunjukan Pak Batara oleh
Pak Piyush itu dokumen internal,
kalau di google juga ketemu pak
batara adalah CEQ Citibank
Indonesia

Betul pak, tetapi Tim Pengurus
tetap membutuhkan dokumen ya

menunjukkan bahwa Pak Piyush (2)
Agrawal adalah pihak berwenany
bertindak untuk dan atas nama

o ©C © &

<1 §, Rivan SupriadiGinti.. [
olen 1Lim Fengurus pak, mohon

sekiranya dapat dilengkapi pak

http citibank co.d/english

footer/board-of -directors htm

dan POA dari Piyush ke Batara 1tu
notarised di NY mbak, artinya
notaris sudah diverifikasi disana
Dan Citibank tidak pernah share im
di keperiuan apapun termasuk
PKPU lainnya

kalau dilihat disana, bahkan sudah
dikonsulerisasi oleh kedutaan Ri di
Washington dan juga sudah
dilegalisir notaris Iindonesia

dalam setiap urusannya Citi selalu
menggunakan dokumen itu utk
keperiuan di pengadilan, regulator
dil

Dimengerti pak, pada prinsipnya
Tim Pengurus tetap memeriukan
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Mohon perhatikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Sdr. Rivan Supriyadi

selaku Advokat dari kantor hukum Ginting & Reksodiputro untuk diperhatikan

sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai

berikut:

- Ginung & Reksodiputro pada pokoknya menjawab bahwa legalitasnya
tidak perlu dipertanyakan lagi karena validitas Sdr. Batara Paruhum
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Sianturi _selaku CEO (pemberi kuasa) dari Citibank Indonesia

merupakan informasi umum yang dapat diakses melalui Internet.

Tanggapan ini sungguh tidak masuk akal untuk dilakukan oleh Tim
Pengurus dalam rangka mengakui kebasahan Sdr. Batara Paruhum Sianturi.
APABIIA TIM PENGURUS MENGAKUI KEABSAHAN KUASA
HANYA BERDASARKAN INFORMASI YANG TERSEDIA DI
INTERNET, MAKA HAILL IT TR BERPOTENSI

MENYULUT PERSELISTHAN BARU DARI KREDITOR LAIN.

Ginting & Reksodiputro pada pokoknya menjawab bahwa keabsahan dari
Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 tidak perlu diragukan lagi

karena sudah dilegalisasi oleh Notaris di New York dan Surat Kuasa

tertanggal 21 April 2020 adalah dokumen internal yang tidak pernah

dibagi ke pihak luar.

Bahwa lagi-lagi Ginting & Reksodiputro menolak untuk memenuhi
permintaan dar Tim Pengurus, dengan alasan: (a) sudah dilegalisasi oleh

Notatis dan (b) Surat Kuasa adalah dokumen internal.

Terkait alasan pada butir a di atas, dapat Para Termohon PK sampaikan
bahwa legalisasi oleh Notaris (terutama di negara common law) tidak
membuktikan kebenaran atau kebsahan atas isi dokumen. Hal ini sejalan
dengan 1si keterangan dalam (fotokopi) legalisasi Surat Kuasa tertanggal 21

April 2020, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“I Certrfy That the document berennto annexed is under the Seal of the State(s)
of New Jersey, and that such Seal(s) is/ are entitled to full faith and credit.*

*For the contents of the annexed document, the Department

assusmes no responsibility

This certificate is not valid if its removed or altered in any way whatsoever” {
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Terjemahan resmi Bahasa Indonesianya berbuny:

“Saya menerangkan bahwa dokumen yang dilampirkan disini berada di bawah
Cap dari Negara(-Negara) Bagian New Jersey, dan bahwa Cap(-Cap) tersebut
menpunyar kekuatan bukum yang peniuh.*

*Departemen tidak mempunyai tanggung jawab apa pun atas

isi dari dokumen terlampir.
Sertifikat ini tidak sab apabila dibapus atan dinbah dengan cara apa pun”

Keterangan: keterangan pada legalisasi notaris di atas merupakan satu kesatuan dengan Surat

diterima oleh Tim Pe

Schingga, tindakan Tim Pengurus dalam mempertanyakan
kewenangan Piyush Agrawal dalam memberikan kuasa kepada
Ginting & Reksodiputri TIDAK DAPAT DIMAKNAI SEBAGAI
SUATU UPAYA TIDAK JUJUR, apalagi di saat yang bersamaan

Swandy Halim & Partners mampu menunjukkan dokumen yang
serupa dari Citibank N.A. (untuk mewakili tagihan sindikasi).
Sebaliknya, perbuatan Tim Pengurus yang mempertanyakan kewenangan
Piyush Agrawal adalah perbuatan yang tepat dan benar, karena Tim
Pengurus memang HARUS bersikap jeli dan kritis atas kewenangan-

kewenangan yang diterima oleh seluruh kreditor.

Lagipula sebenarnya beban pembuktian mutlak berada pada Ginting

& Reksodiputro, yang berkewajiban untuk membuktikan pemberian

kuasa yang diterimanya, termasuk terhadap dokumen-dokumen
pendukungnya. Sehingga, dalam hal Ginting & Reksodiputro menolak
untuk membuktikan kewenangannya, maka Ginting & Reksodiputro tidak
ada alasan untuk keberatan jika tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam

kegiatan pemungutan suara (apalagi Pemohon PK).
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° Pada Rapat Kreditor tertanggal 02 Desember 2021, Hakim Pengawas telah

mengingatkan seluruh  kreditor untuk memenuhi seluruh  dokumen yang
dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk nantinya dapat

mengikuti kegiatan pemungutan suara.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada Rapat Kreditor tertanggal 02
Desember 2021 (selanjutnya disebut “RK 02 Desember 20217) sejatinya Para
Termohon PK telah siap untuk dilakukan pemungutan suara. Namun setelah
meninjau kepentingan dari sisi kreditor, tern r lan dan
rmintaan dari kreditor untuk memaksimalkan m PKP

ngan diberikan perpanjangan waktu PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Pen kemudian mem kan un
ikan kepentingan para kreditor dengan memberikan perpanjangan
masa PKPU berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 277 UUK. Hal ini
dimaksudkan agar Para Termohon PK dapat memaksimalkan proses negosiasi
dengan para kreditor sehubungan dengan ketentuan di dalam Rencana
Perdamaian. Namun sebelum menutup RK 02 Desember 2021, Hakim
Pen mengingatkan ra_kreditor untuk memenuhi luruh
kumen vang dipersyaratkan i ketentuan hukum van rlaku. Hal
i disampatkan agar menghindan tidak diperkenankannya para kreditor untuk

ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara.

Sehingga, dalam hal Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Ciribank N.A.
untuk tagithan Bilateral & ISDA) telah gagal memenuhi persyaratan yang diminta

oleh Tim Pengurus (meski telah disampaikan sejak jauh-jauh hart), maka hal

>

tersebut sangat tidak layak dipersalahkan, apalagi sampai menyalahkan

dan menuduh kepada Tim Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya sesuai f

ketentuan hukum yang berlaku.
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° Pada tanggal 07 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat Undangan
kepada para kreditor, yang di dalamnya kembali menyampaikan agar para

kreditor membawa asli dokumen legalitas termasuk namun tidak terbatas

instruksi voting semata-mata guna keperluan pemungutan suara. Adapun buny1

1s1 Surat Undangan dari Tim Pengurus dikutipkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan agenda Rapat Kreditor tersebut, mohon kepada seluruh Kreditor
atan wakilnya atan kuasanya yang akan hadir dalam Rapat-Rapat tersebut di atas,

agar menyerahkan surat kuasa atau surat tugas berikut dokumen-

dokumen penunjangnya kepada Tim Pengurus, serta memastikan

kewenangannya untuk hadir dan bertindak atas nama kreditor termaksud dalam

Rapat Kreditor.

Kemudian, bagi  Kreditor yang nantinya kehadirannya diwakili oleh Penerima
Kuasa/ Tugas, maka untuk dapat memberikan suara (voting) atas Rencana
Perdamaian, diminta untuk menyerabkan fkepada Tim Pengurus berupa asli Surat
Pernyataan Sikap Kreditor yang ditandatangan: Penerima Kuasa dan Surat Instruksi
Pemberian Sikap (Setuju/ Tidak Setuju) yang ditandatangani oleh Prinsipalf Pemberi
Kuasa atas Rencana Perdamaian (dapat menggunakan contoh surat terlampir atau

bentuk format lainnya yang memuat hal-hal sebagaimana contoh surat). ...”

. Pada tanggal 21 Januari 2022, Hakim Pengawas menyatakan telah

mengingatkan seluruh kreditor untuk memenuhi seluruh  dokumen yang
dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk nantinya dapat
mengikuti kegiatan pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan yang tercantum
pada Putusan Homologasi (halaman 24), yang mana dalam RK 21 Januan 2022

Hakim Pengawas menegaskan sebagai berikut:

“Babwa Hafkim Pengawas menegaskan di dalam rapat babwa semua persyaratan

dokumen harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan (
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yang berlaku termasuk terhadap kreditor Iuar negeri terkait legalisasi
dan konsulerisasi. Sebagaimana yang pernah Hakim Pengawas
sampaikan dan kreditor lainnya yang juga mengusahakan untuk
melengkapi semua dokumen sesuai peraturan perundang-undangan

termasuk konsulerisasi untuk legal standing.”

79. Berdasarkan seluruh fakta yang diungkap di atas, maka jelas terbukti bahwa

permintaan untuk melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan formil adalah
suatu hal vang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. SETIAP KELALAIAN

ATAS PERMINTAAN DAN PERSYARATAN FORMIL TERSEBUT, TIDAK
DAPAT SERTA MERTA MENYALAHKAN ATAU BAHKAN MENUDUH TIM
PENGURUS TIDAK BERSIKAP JUJUR. Sebaliknya, sitkap Tim Pengurus justru

membuktikan bahwa Tim Pengurus telah bersikap obyektif dan sama-rata kepada para
kreditor. Diakui oleh Pemohon PK, bahwa Tim Pengurus memperkenankan setiap
kreditor yang mampu memenuhi persyaratan formil untuk ikut serta dalam kegiatan
pemungutan suara, termasuk kepada Swandy Halim & Partners selaku kuasa hukum
Citibank N.A.untuk tagithan Sindikasi, namun Tim Pengurus tidak memperkenankan
Ginting & Reksodiputro dan Taiper Fubon Commercial Bank Co. Ltd karena tidak

mampu memenuhi persyaratan dokumen.

80. BAHWA SEKALI LAGI, POKOK PERSOATLA XA
DIPERMASATAHKA DISINI ADAT.AH KEIATAIA INTI
REKSODIPUTRO ATAS PERBUATANNYA YANG TIDAK MEMBAWA DAN
TIDAK MAMPU MENUNJUKAN ASLI SURAT KUASA GUNA
MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PERWAKILAN GINTING &
REKSODIPUTRO DALAM MEWAKILI CITIBANK N.A. UNTUK TAGIHAN
BILATERAL & ISDA PADA KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA RK 21
JANUARI 2022. HAL MANA DIKUASAKAN BERDASARKAN SURAT KUASA

TANGGAL 17 MEI 2021 TERSEBUT YANG TIDAK DIBAWA ASLINYA. g
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81.

82.

83.

Kembali Para Termohon PK kutip pertimbangan dan Laporan Tim Pengurus tanggal

24 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Putusan Homologasi halaman 21:

(19

c) Bahwa dalam rapat pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro
menunjukkan dokumen surat kuasa asli yang berbeda dengan surat kuasa
tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya merupakan penambahan
penerima kuasa dari dan merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021,

terkait hal ini Tim Pengurus menilai tidak dapat mengakuinya

dikarenakan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat ditunjukkan

aslinya kepada Tim Pengurus;”

Sesungguhnya simpul permasalahan dalam perkara ¢ guo adalah: KELALAIAN
GINTING & REKSODIPUTRO yang mengakibatkan pihaknya tidak diperkenankan

ikut voting padahal sudah diperingatkan oleh Tim Pengurus sejak jauh-jauh

hari.

Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara 2 guo untuk berkenan
mencermati setiap rangkaian fakta di atas, yang mana membuktikan secaranyata bahwa
tidak ada upaya tidak jujur dari suatu pihak manapun dalam tercapainya perdamaian

dalam PKPU Sritex Group.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 8 Putusan Kasasi
(sudah  dikutipkan  seluruhnya di  atas) sama sckali tidak mengandung
kekeliruan /kekhilafan, karena penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie
sudah tepat. Sebaliknya, dalil-dalil serta dugaan Pemohon PK di dalam Memor PK
terbukti tidak benar dan bersifat sepihak, sehingga karenanya layak untuk ditolak dan

dikesampingkan seluruhnya.
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ITIKAD BAIK TIM PENGURUS YANG TETAP MELIBATKAN GINTING &
REKSODIPUTRO SELAMA PROSES PKPU SRITEX GROUP TIDAK DAPAT
DIANGGAP SEBAGAI SUATU BENTUK PENGAKUAN DARI TIM PENGURUS
MENGINGAT TIM PENGURUS TERUS MENERUS MEMINTA KEPADA
GINTING & REKSODIPUTRO AGAR MENUNJUKKAN/MENGAJUKAN ASLI
SURAT KUASA TERTANGGAL 17 MEI 2021

84. Masih melanjutkan uraian di atas, Tim Pengurus memang tetap melibatkan Ginting &
Reksodiputro dalam setiap jadwal dan agenda selama proses PKPU Sritex Group.
Namun, hal tersebut merupakan itikad baik dan berlaku kepada para kreditor lainnya,
tidak hanya kepada Gintign & Reksodiputro saja. Sehingga, sitkap Tim Pengurus
tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengecualian kepada Ginting &
Reksodiputro untuk tidak memenuhi setiap persuyaratan formil yang ditetapkan agar

dapat tkut serta dalam kegiatan pemungutan suara.

85. Sckali lagi ditegaskan, hal-hal mengenai persyaratan untuk ikut serta dalam
pemungutan suara sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dan barangsiapa yang gagal
atau tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka Tim Pengurus berhak untuk
tidak memperkenankan pihak-pihak tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan
pemungutan suara (voting), karena hal tersebut pun terjadi juga kepada kreditor lainnya
yaitu Fubon Taipei Commercial Bank Co. Ltd. (meskipun Fubon Taipei Commercial

Bank Co. Ltd. tidak mengajukan keberatan seperti Citibank N.A. atau Pemohon PK).

Putusan Homologasi halaman 21 dan 22, terhadap kreditor Fubon Taipei Commercial

Bank Co. Ltd. Menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pihak dari kantor hukum Kyora Law Firm yang menyatakan mewakili Taipei
Fubon  Commercial Bank Co., 1itd. dalam rapat kreditor, tidak dapat melengkapi
persyaratan-persyaratan dokumen legal standing/ kewenangannya bertindak untuk dan atas

nama kreditor untuk melakiukan pemungutan suara, dengan alasan sebagai berikut: f
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9

Babwa pihak dari kantor bukum Kyora Law Firm menyatakan telah menerima surat
knasa kbusus dari Chen Po Han dalam jabatannya selakn general manager dari
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch, suatn kantor cabang
dari sebuab perusahaan perbankan yang didivikan berdasarkan bukum negara Taiwan
dengan kantor pusat yang beralamat di 169 Section 4 [en Ai Road, Taipe: 10686,
Taiwan dan memiliki kantor cabang di Singapura di 182 Cecil Street #07-03 Frasers
Tower, Singapura 069547, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei
2021;

Berdasarkan Power of Attorney tertanggal 28 Desember 2015 yang diterima oleh Tim
Pengurus dalam bentuk foto copy, tidak disertar askinya, dan tidak dikonsulerisasi oleh
pejabat yang berwenang, Chen Po Han menerima kuasa dari Jerry Harn selaku

President dan John Kuang selakn Fxcecutive | ice President;

Tim Pengnrus belum menerima ldentitas Jerry Harn dan John Kuang selaku pember:
kunasa dari kantor pusat Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. kepada Chen Po
Han selakn agen cabang ‘Taiper Fubon Commercial Bank Co., 1.td. Singapore Branch

sebagaimana dinyatakan dalan Power of Attorney tertanggal 28 Desember 2015,

Tim Pengurus belum menerima dokumen atan akta yang menunjukkan babwa [erry
Harn dan Jobn Kuang adalah pibak yang sab dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Taiper Fubon Commercial Bank Co., Ltd. pada tahun 2015, yaitu tahun
di mana surat kuasa diberikan kepada Chen Po Han/ agen Taipei Fubon Commercial
Bank Co., 1.1d. Singapore Branch yang dibuat dan ditandatangani oleh Jerry Harn
dan Jobn Kuangs

Tim  Pengurus  menilai  dokumen Authorized  Signatures  tabun 2017 yang
menunjukkan Jerry Harn sebagai President dan John Kuang sebagai FExecutive 1 ice
President  Taiper  Fubon Commercial Bank Co., Ltd. adalah tidak relevan
dikarenakan surat kuasa dibuat dan ditandatangani pada tahun 2015 (tahun sebelum

Authorized Signatures tabun 2017).
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J Dofkumen Aunthorized Signatures tahun 2017 merupakan dokumen foto copy, tidak

disertal aslinya, dan tidak dikonsulerisasi oleh pejabat yang berwenang,

8)  Dokumen Authorized Signatures tahun 2017 bukan merupakan dokumen yang dapat
membuktifan kewenangan dari Jerry Han selakn pemberi knasa dari kantor pusat

Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Kepada Chen Po Han,”

86. Hal serupa juga hampir terjadi pada kuasa hukum para kreditor sindikasi. Para kuasa
hukum dan kreditor sindikasi (i.e. Swandy Halim & Partners) menyampaikan kendala
dan kesulitannya untuk memenuhi persyaratan dari Tim Pengurus. Hal itu disampaikan
pada Rapat Kreditor tertanggal 02 Desember 2021, atau 1 bulan sebelum pemungutan

suara.

Disampaikan disitu bahwa jumah kreditor sindikast mencapai puluhan kreditor, dan
mayoritas diantaranya berdomisili di luar negeri dengan negara yang berbeda-beda.
Kendala-kendala yang diutarakan oleh kuasa hukum para kreditor sindikast masuk akal,
mengingat jangka waktu proses konsulerisasi di tiap-tiap negara tentunya berbeda-beda

dan administrasinya pun tidak mudah di kala pandemi Covid-19.

Namun pada RP 02 Desember 2021, Tim Pengurus tetap konsisten dan tidak
bergeming, mengingat persyaratan dokumen adalah pegangan bagi Tim Pengurus agar
tidak dipersalahkan. Tim Pengurus mengedepankan asas kepastian hukum dan asas
kehati-hatian dalam proses PKPU Sritex Group, yang mana kemudian didukung pula

oleh Hakim Pengawas, melalut arahannya di muka rapat.

87. Pada akhirnya, ternyata kuasa hukum para kreditor sindikasi MAMPU memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pengurus. Dan Swandy Halim & Partners (selaku
kuasa para kreditor sindikast) tentu diperkenankan untuk ikut serta dan memberikan

suara atas nama para kreditor sindikasi dalam kegiatan pemungutan suara (voting) di g

RK 21 Januar 2021.
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88.

89.

Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian dari Tim Pengurus dalam

memperlakukan hak kreditor, yang mana Tim Pengurus tidak serta merta
mengeliminir hak-hak kreditor di awal, melainkan terus memberikan kesempatan

hingga detik-detik terakhir sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. Tim

karena hal mengenai pemungutan suara harus diperlakukan secara khusus dan tudak

boleh ada celah hukum.

Karenanya, sikap Tim Pengurus yang tidak memperkenankan Ginting & Reksodiputro

untuk tkut dalam kegiatan pemungutan suara adalah bentuk dari konsistensi sikap-

sikap Tim Pengurus sejak jauh-jauh har. Seandainya Tim Pengurus justru bersikap
lain (quod non), maka bisa saja ada para kreditor lainnya yang mengajukan

Kasasi dengan mempermasalahkan inkonsistensi sikap dari Tim Pengurus.

Hal mana adalah sejalan dengan Majelis Hakim [udex Factie pun telah memberikan
pertimbangan hukumnya, pada halaman 129 Putusan Homologasi, yang dikutip sebagai

berikut:

“Menimbang bahwa setiap kreditor yang hendak menggunakan haknya
mengajukan suara dalam rapat kreditor harus dapat memperiihatkan asli
dokumen-dokumen yang membuktikan memiliki kapasitas mewakili para

kreditor, serta dokumen-dokumen tersebut harus

dilegalisasi/konsulerisasi pada saat Rapat Kreditor, dan para kreditor
yang tidak dapat memperlihatkan dokumen asli dan konsulerisasi atas
dokumen-dokumen untuk memperlihatkan kapasitasnya mewakili
kreditor tidak dapat ikut dalam pemungutan suara, sebagaimana hal ini diatur

dalam
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90.

Peraturan  Menteri Luar Negeri Indonesia No.09/ A/KP/ X1/ 2006/01  itentang
Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Neger: oleh Pemerintah

Daerah, angka 70 yang berbunyi:

dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di
wilayah Indonesia, harus puta melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh
Kementerian Kehakiman dan/ atan Kementerian 1uar Neger: negara dimatksud dan

Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.”

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi sebagai berikunt:

Kekaatan pembuktian suatn bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang
asli it ada, maka salinan-salinan serta ikbtisar-ikbtisar hanyalah dapat dipercaya,
sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan ashnya, yang mana

senantiasa dapat diperintabkan nienipertunjukannya’.”

Atas dasar uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim [udex Juris untuk dapat
memeriksa seluruh fakta yang terungkap secara seksama, agar kemudian dapat
mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dan menolak Permohonan dan Memori

Kasasi a guo.

SEANDAINYA PUN MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA A QUO
BERPENDAPAT LAIN (QUOD NON), GINTING & REKSODIPUTRO TETAP
TIDAK BISA MEMBERIKAN SUARA KARENA SURAT KUASA TERTANGAL 21
APRIL 2020 SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU UNTUK DIPERGUNAKAN PADA
RK 21 JANUARI 2022

91.

Bahwa seandainya pun Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa seharusnya Pemohon
PK berhak untuk membertkan suaranya dalam RK 21 Januari 2022 (gwod non), maka
sebenarnya suara yang akan diberikan melalui Ginting & Reksodiputro tetaplah tidak

sah, KARENA SURAT KUASA TERTANGGAL 21 APRIL 2020 DARI PIYUSH
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AGRAWAL KEPADA SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI (SELAKU
SUMBER KEWENANGAN DALAM BERTINDAK) TELAH
BERAKHIR/KADALUARSA ATAU EXPIRED TERHITUNG SEJAK
TANGGAL 31 MET 2021.

“This Power of Attorney shall expire on the earlier of (1) May 31, 2021, or (i)
the date on which Batara Parubum Sianturi ceases to be employed by the Bank and its
affiliates, or (ii7) the date on which a duly appointed officer or representative of the Bank revokes
this Power of Attorney.”

Terjemahan tersumpahnya, berbunyi:

“Surat Kuasa ini akan berakhir pada hari mana yang lebih cepat dari (i) 31

Mei 2021, atau (ii) tanggal pada hari Batara Parubum Sianturi berhenti dipekerjakan oleh
Bank dan afiliasi-afiliasinya, atau (iii) tanggal pada hari pejabat atan wakil Bank yang

ditunjuke mencabut kuasa ini.”

DENGAN DEMIKIAN PENUNJUKAN GINTING & REKSODIPUTRO DARI
BATARA PARUHUM SIANTURI UNTUK MEWAKILI CTTIBANK N.A DALAM
PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN SURAT KUASA TANGGAL 17 MEI
2021, ADALAH TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM, DIKARENAKAN
TELAH KADALUARSANYA PEMBERIAN KUASA DARI PIYUSH
ARGRAWAL KEPADA BATARA PARUHUM SIANTURI.

92. Atas dasar hal tersebut, sebenarnya hal ihwal terkait peristiwa yang menyangkut

Ginting & Reksodiputro tidak perlu dan tidak layak untuk diperdebatkan lagi.

Legalitas dari Citibank N.A. atas Tagihan Bilateral dan ISDA yang diwakili oleh
Ginting & Reksodiputro dalam proses PKPU Sritex Group MEMANG -
BERMASAILAH.

93.  Oleh karenanya, setiap dalil/alasan PK yang dikemukakan Pemohon PK dalam Memon
PK-nya yang berkenaan dengan tidak diperkenankannya Ginting & Reksodiputro (

58



AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

(selaku kuasa Citibank N.A. untuk tagthan Bilateral & ISDA) bukanlah alasan yang

memiliki basis hukum untuk dikabulkan. Schingga, pertimbangan hukum Judex

Juris pada halaman 8 s.d. 9 Putusan Kasasi yang pada pokoknya menyatakan “Judex
Factie di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam
menerapkan hukum” (sudah dikutipkan di atas) adalah pertimbangan hukum yang tepat

dan benar.

TIDAK ADA KEKELIRUAN MAUPUN KEJANGGALAN MENGENAI

TAGIHAN NOTEHOLDERS

DALILL. PEMOHON TERKAIT NOTEHOLDERS MENGADA-ADA SEOLAH-
OLAH TERDAPAT PERMASALAH TERKAIT HAL TERSEBUT

94. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, dalil Pemohon PK di
dalam Memori PK-nya berkenaan dengan Noteholders kembali menunjukkan bahwa

alasan/keberatan Pemohon PK sungguh tidak beririsan langsung dengan

kepentingannya sendiri. Sebelumnya, Pemohon PK 11 menyampaikan keberatan atas

nama Citbank N.A., namun sekarang wtdak habis-habisnya Pemohon PK

menyampaikan keberatan atas nama Noteholders.

95. Pemohon PK juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas apa kepentingan
langsung (direct) dart PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam pengajuan PK & gue.
Apakah ada hak Pemohon PK yang dirugikan apabila Para Termohon PK mencapai
perdamaian? Bukankah Pemohon PK adalah kreditor konkuren yang akan
menerima recovery paling akhir apabila Para Termohon PK jatuh pailit?
Seandainya pun Pemohon PK sudah siap untuk tidak menerima fu// recovery, apakah
Pemohon PK dapat 100% menjamin para kreditor konkuren lainnya akan bersikap
sama seperti pthaknyar Sungguh anch tapi nyata, bahkan sedikit mencurigakan adanya (

indikasi kepentingan tertentu untuk mempailitkan Para Termohon PK.
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Nyatanya, hart in1 hanya Pemohon PK saja yang mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali atas tercapainya perdamaian dalam PKPU Sntex Group. Citibank N.A yang
dahulu sempat mengajukan upaya Kasasi, pada akhirnya mencabut permohonan dan

memori Kasasi-nya. Tidak adanya kreditor konkuren lain yang mengajukan upaya

dengan Pemohon PK. Kepentingan yang diperjuangkan oleh Pemohon PK dalam
forum PK 4 gw adalah kepentingan pihaknya sendiri, yang sangat kecil dan tidak
mewakili kepentingan kelompok yang lebih besar karena tidak memberikan manfaat

atas kelangsungan usaha para pihak.

96. Mohon Majelis Hakim dapat betul-betul meresapi nature dant perkara a guo, termasuk
nature dari tiap-tiap kreditor serta pula mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan
aspek kelangsungan usaha. Tidak hanya sekali dua-kali, PT' Bank QNB Indonesia Thk
(in casu Pemohon PK) sudah berulangkali bertindak betlawanan dengan Asas

Kelangsungan Usaha yang dianut UUK.

97.  Mempertimbangkan uraian di atas, sekiranya tidak berlebihan jika Para Termohon PK
memohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara 4 gwo untuk
mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon PK, yang nyata-nyata sangat tetrlihat jelas

mencari-cati kesalahan dalam perdamaian yang telah tercapai. Hal itu jelas tidak sejalan

dengan Asas Kelangsungan Usaha, dan berdasarkan hal tersebut sebenarnya cukup
alasan bagi Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara a gz untuk menolak Permohonan

dan Memon PK dari Pemohon PK.

98. Pada Bab ini, Para Termohon PK akan tetap membertkan tanggapan/dalil sanggahan
terhadap dalil Pemohon PK berkenaan dengan Noteholders (vang tercantum pada Bab
IIT Memor PK, butir 15 huruf b di halaman 12), semata-mata untuk menunjukkan
itikad baik Para Termohon PK sckaligus membuktikan bahwa dalil Pemohon PK
adalah dalil keliru yang patut dikesampingkan. {
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99,

100.

Terkait dengan Noteholders, dapat Para Termohon PK runutkan bahwa suara

Noteholders terdir dari:

a.  Utang porst Sritex Notes USD 225.000.000 oleh Citicorp Investment Bank
(Singapore) Limited (“Citicorp”); dan

b. Utang porsi GM/GL Notes USD 150.000.000 oleh Golden Mountain Textile
and Trading Pte. Ltd. (“Golden Mountain™).

Bahwa suara untuk masing-masng porsi utang Noteholders di atas tidak hadir dalam

RK 21 Januart 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a.  Citicorp maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam RIK 21 Januan 2022,
Sehingga tagihan atas porsi utang Sritex Notes demi hukum dianggap tidak hadir
dan tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara.

b.  Golden Mountain — melalui kuasa hukumnya — tidak dapat menunjukkan asli
dokumen surat instruksi dar masing-masing pemegang Notes atas porsl utang

GM/GL Notes. Akan tetapi, berbeda dengan Citibank N.A. maupun

Pemohon PK, kuasa hukum Golden Mountain bersikap arif dan bijak atas

sikap Tim Pengurus dengan mengakui kelalaiannya. Sehingga, tidak
mempermasalahkan sikap konsisten dari Tim Pengurus.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK, pemungutan suara dihitung dari
kehadiran kreditor. Dalam hal in1, telah terbukti bahwa baik principal maupun kuasa
hukumnya tidak hadir, sehingga demi hukum harus dianggap tidak memberikan suara

dalam voting proses PKPU Sritex Group.
Ketentuan Pasal 281 UUK, yang berbunyi:

“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a.  Persetujuan lebih dari 'z (satu perdua) jumiah kreditor konkuren yang haknya diakui
atan sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalarm

Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimatksud dalam Pasal 280, yang bersama- /
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sama mewakili paling sedikit 2/ 3 (dua pertiga) bagian dari selurnb tagiban yang diakun:
atan sementara diakui dari kreditor konkuren atay kuasanya yang hadir dalam

rapat tersebut; dan

b.  Persetujuan lebih dari V2 (satu perdua) jumlah kreditor yang pintangnya dijaniin dengan
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atan hak agunan atas kebendaan
lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/ 3 (dua pertiga) bagian dari selurub

tagthan dari kreditor tersebut atan kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

101. Para Termohon PK sekali lagt secara tegas menolak dalil Pemohon PK| yang seolah-
olah memberikan kesan akan adanya upaya udak jujur terhadap perdamaian yang
dicapai dalam PKPU Sritex Group. Seluruh informasi adalah informasi publik yang

dibuka aksesnya untuk diketahut oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Bahwa hal mengenai Noteholders dimaksud di atas telah jelas disampaikan

oleh Hakim Pengawas melalui Laporan Pengurus tertanggal 24 Januari 2022.
Lebih lanjut, 1s1 keterangan Laporan Pengurus menyangkut Noteholders di atas pun
nyata-nyata tercantum pula di dalam Putusan Homologasi, khususnya di halaman 24-

25, yang dikutipkan sebagai berikut:

‘Selain_daripada Citibank N.A. ; ;
Rp568.180.063.502] dan Taiper Fubon Commercal Bank Co.. Ltd., maka para

kreditor yang tidak hadir dan yang tidak dapat menunjukkan surat

instruksi dari prinsipal dan surat pernyataan sikap kreditor atau yang .

tidak memberikan suara terhadap rencana perdamaian adalah sebagai

berikut:

7. PT Bank CIMB Niaga, Thk;
NEC Capital Solutions Singapore Pte 1imited;
Standard Chartered Bank;

e A

Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (untuk porsi piutang V
Sritex Notes USD 225,000.000),
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5. Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd (untuk porsi piutang
GM / GL Notes USD 150.000.000);

6. Pl Adid Jaya;

7. PT Agansa Primatamay

8. PT AKR Corporindo Thk;

9. PT Babtera Abadi Gasy

10, PT Gansa Abtexindo;
11.  PT Gansa Techno Centery
12, PT Pulera Chemicals Indonesia; dan

13.  PT Swisstex: Naratama Indonesia.

Bahwa sebelum Hakim Pengawas menutup rapat, Tim Pengurus membacakan  hast/

permungutan suara (voting) atas rencana perdamaian versi 17 [anuari 2022, sebagai berikeut:

33

102. Mohon Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara @ g#o memperhatikan konteks kutipan
di atas, apabila diteliti sesungguhnya terbukti bahwa informasi tidak ikut
sertanya Citicorp dan Golden Mountain selaku Noteholders TELAH
DISAMPAIKAN SECARA TERBUKA DI DALAM RK 21 JANUARI 2022. Tidak

ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada pula upaya tdak jujur. Bahwa Pemohon PK pun

tidak mempertanyakan atau mengajukan keberatan ketika informasi di atas disampaikan

secara terbuka di muka rapat. Setelah hasil pemungutan suara dibacakannya,

seluruh pihak tertib dan normal terasa seperti tidak ada masalah atau kendala

sama sekali.

Kemudian, informasi terkait Noteholders tersebut juga tercantum di dalam ILaporan
Tim Pengurus dan tercantum pula di dalam Putusan Homologasi. Sehingga, ketika hasil
pemungutan Noteholders dibawa-bawa dalam perkasa Kasasi maupun Peninjauan
Kembali (PK) a gwo, hal tersebut sungguh aneh dan menimbulkan kesan bahwa

Pemohon PK sedang berupaya dengan segala cara agar Para Termohon PK jatuh pailit. (
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103. Kuasa hukum Pemohon PK, AFS Partnership, jelas-jelas salah kaprah dan
berlagak tau-manau soal pemungutan suara dalam proses PKPU Sritex Group.
AFS Partnership bukanlah kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT QNB Indonesia
Tbk dalam proses PKPU Sritex Group, sehingga tidak pernah hadir secara
langsung serta tidak pula terlibat dalam setiap agenda yang dijadwalkan,
Padahal ketika informasi di atas diungkap di muka rapat kreditor, Pemohon PK

(dan/atau perwakilannya pada saat itu) bungkam seribu bahasa.

104. Lagipula, apabila mencermati dalil Pemohon PK perihal Noteholders, sungguh terlihat
sangat minim data dan tidak pula disertai dengan dokumen penunjang. Alhasil, dalil
yang disampatkan Pemohon PK sangat bersifat biased dan subyektif. Sangat terasa
bahwa Pemohon PK hanya mencari-cari kesalahan untuk dipergunakan untuk

memperbanyak dalilnya.

105. Karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara untuk menolak
seluruh dalil Pemohon PK, karena jelas-jelas Pemohon PK menyampaikan dalil-dalil
yang tidak ada dasarnya semata-mata untuk mencapal tujuannya agar Para Termohon
PK jatuh pailit, yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan tujuan dari
PKPU itu sendiri yaitu tercapainya perdamaian. Atas dasar hal tersebut, sekali lagi
mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara @ g#o untuk berkenan menolak
alasan PK dart Pemohon PK.

THRER JORe TR AT T RAT DR L e e
TIDAK KELIRU KARENA PER}ANJIAN PERBAMAIAN TER’I'AN GGAL 21

JANUARI 2022 TELAH CUKUP 'I'ERJAMIN '

106. Para Termohon PK tidak habis pikir atas dalil Pemohon PK pada butir 25 s.d. 33
Memori PK. Pemohon PK tidak henti-hentinya mempermasalahkan hal mengenai

klausul Wanprestasi, sampai-sampai Pemohon PK sanggup menyalahkan Putusan f
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107.

Kasasi dar1 Judex Juris. Padahal, hal thwal mengenai klausul Wanprestasi sebenarnya

sudah Para Termohon PK jelaskan secara rinct pada RK 21 Januari 2022. Pada tahap

sekarang in1, Para Termohon PK memiliki kesan bahwa Pemohon PK hanya cenderung

mencari-cari alasan saja untuk menggagalkan perdamaian yang telah tercapai, yang

dikemas dalam dalil di Memort PIK.

Guna menghindant keraguan, pertama-tama izinkan Para Termohon PK untuk

mengutip bunyi klausul Wanprestasi secara utuh, yakni sebagai berikut:

4,
4.1

4.2.

4.3

PERISTIW.A WANPRESTASI

Dengan tunduk kepada ketentuan Klausul 4 ini, wanprestasi dari
Rencana Perdamaian ini merupakan peristiwa wanprestasi. Suatu
peristiwa wanprestasi hanya dapat timbul berdasarkan Rencana
Perdamaian ini sebagai akibat dari pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dengan jelas pada Rencana
Perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh suatu
Debitor dalam 60 hari kalender setelah menerima suatu

pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi tersebut.

Wanprestasi atas ketentuan apa pun pada Dokumentasi Definitif untuk pada

syarat dan ketentuan Dokumentasi Definitif tersebut.

Mengesampingkan ketentuan-ketentuan Iain dari Rencana
Perdamaian ini, suatu peristiwa wanprestasi dalam 12 (dua belas)
bulan pertama sejak Tanggal Homologasi hanya dapat timbul
dalam hal jumlah yang harus dibayar oleh suatu Debitor kepada
suatu Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini tidak dibayar
saat jatuh tempo dan tidak diperbaiki dalam masa tenggang yang
berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini

dan Dokumentasi Definitif yang relevan.”
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108. Berdasarkan dalil Pemohon PK pada butir 27 dan 29 Memori PK, dipahami bahwa

terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok pembahasan dart Pemohon PK| yaitu:

a. Mengenai ‘kelonggaran’ yang diatur pada Pasal 4.1; dan

b.  Mengenar masa tenggang untuk mengajukan permohonan pembatalan
perdamaian selama 12 (dua belas) bulan pertama sebagaimana diatur pada Pasal

4.3.

Selanjutnya Para Termohon PK akan membantah satu per satu dalil dar1 Pemohon PK,

sebagai bertkut di bawah ini.

PASAL 4.1 ADAILAH KIAUSUL YANG MENGATUR TENTANG DEFINISI
WANPRESTASI AGAR TERDAPAT PEMAHAMAN YANG SAMA TENTANG
TERJADINYA SUATU PELANGGARAN SEBELUM DIAJUKAN PEMBATAIAN
PERDAMAIAN

109.

110.

111,

Pertama-tama Para Termohon PK akan menanggap1 hal mengenai ‘kelonggaran’ (poin a

pada butir 108 d1 atas).

Para Termohon PK menolak penggunaan terminologi ‘kelonggaran’ oleh Pemohon
PK, karena di dalam bunyt klausul Wanprestasi, tidak ada penggunaan diksi

‘kelonggaran’ di dalamnya. Dengan kata lain, terminologi ‘kelonggaran’ hanyalah

buatan Pemohon PK semata, untuk menyambung-nyambungkan dengan Pasal

170 ayat (3) UUK, yang mana sebenarnya ti

Kemudian, faktanya UUK tidak memberikan pengaturan tentang penyusunan

definisi Wanprestasi di Perjanjian Perdamaian. Setiap dan seluruh penyusunan

syarat & ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjitan Perdamaian sepenuhnya
diserahkan kepada debitor dan kreditor, semata-mata agar tercapai restrukturisasi yang

berkelanjutan sesuai Asas Kelangsungan Usaha.
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Dengan demikian, penyusunan Perjanjian Perdamaian tetaplah merujuk pada Pasal

1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata.

112. Terkait pada Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian (tentang definist Wanprestasi), disebutkan
pada pokoknya bahwa suatu perbuatan Wanprestasi adalah akibat dari pelanggaran atas

ketentuan setelah tidak diperbaiki dalam kurun waktu 60 hari kalender. Sesederhana itu.

Sebagai contoh, jitka Para Termohon PK tidak menunaikan kewajiban pembayaran
sesual jadwal kepada Kreditor A, namun kemudian Para Termohon PK berhasil
memperbatkinya kemudian dalam kurun waktu 30 har setelahnya, maka peristiwa
tersebut bukan merupakan perstiwa Wanprestasi menurut Pasal 4.1 Perjanjian
Perdamaian. Sebaliknya, jika Para Termohon PK tidak menunaikan kewajiban
pembayaran sesuai jadwal kepada Kreditor B, namun kemudian Para Termohon PK
tidak berhasil memperbatkinya dalam kurun waktu 60 han setelahnya, maka di han ke-
61 peristiwa tersebut merupakan peristiwa Wanprestast menurut Pasal 4.1 Perjanjian

Perdamaian. Sesederhana itu. Tidak ada vang isttmewa apalagi curang dalam klausul 1ni1.

Itulah definisi Wanprestasi menurut Perjanjlan  Perdamaian. Tidak ada 1stlah
‘kelonggaran’ yang dipergunakan atau disebutkan dalam Pasal 4.1. Tidak ada pula

kaitannya dengan Pasal 170 ayat (3) UUK. Sekali lagi, istilah ‘kelonggaran’ hanya buat-

buatan Pemohon PK semata.

113. Para Termohon PK menolak dalil Pemohon PK pada butir 27, yang menyatakan
klausul Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian bertentangan dengan Pasal 170 ayat (3) UUK.

Senyatanya kedua ketentuan tersebut sama sekali berbeda; tempus

penggunaannya berbeda, tujuan penggunaannya berbeda, kewenangan pihak

yang menggunakannya pun juga berbeda.

114. Pasal 4.1 adalah klausul yang menyepakati peristiwa untuk dikategorikan sebagai
Wanprestasi, sehingga klausul ini tentu dipergunakan sebelum kreditor

mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Dengan kata lain, kreditor /7
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115.

116.

114

baru dapat mengajukan pembatalan setelah Para Termohon PK memenuhi unsur-unsur

di Pasal 4.1 tersebut.

Lain hal dengan ketentuan Pasal 170 ayat (3) UUK. Pasal 170 ayat (3) UUK merupakan
pasal yang disediakan untuk dipergunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga
SETEIAH ada kreditor yang mengajukan Pembatalan Perdamaian.

Kewenangan untuk membertkan kelonggaran berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UUK pun
sepenuhnya berada pada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa pembatalan
perdamaian di Pengadilan Niaga. Majelis Hakim bisa saja idak menggunakan Pasal 170
ayat (3) UUK, mengingat terminologi yang digunakan pada Pasal 170 ayat (3)

menggunaan kata “dapat”.

Schingga jelas Pasal 170 ayat (3) udak ada kaitannya dengan definisi Wanprestasi pada
Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Dikarenakan tidak berkaitan sama sekali, maka tentu
dalil Pemohon PK yang menyatakan bahwa “Pasal 4.1 bertentangan dengan Pasal 170

ayat (3) UUK” adalah dalil keliru dan tudak berdasar.

Sekali lagi diulangi, tempus penggunaan Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian berbeda
dengan tempus penggunaan Pasal 170 ayat (3) UUK; tujuan penggunaan Pasal 4.1
Perjanjian Perdamaian juga berbeda dengan tujuan penggunaan Pasal 170 ayat (3)
UUK; dan kewenangan penggunaan Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian berada pada
debitor dan para kreditor, sedangkan pihak yang dapat menggunakan Pasal 170 ayat (3)
UUK hanyalah Majelis Hakim Niaga pada persidangan permohonan pembatalan
perdamaian (sesuat diskresinya sendiri). Jadi dalil Pemohon PK ini kabur dan tidak

masuk akal.

Selain itu, seperti yang sudah disampaikan di atas, Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian
digunakan untuk menentukan apakah debitor (7# cas# Para Termohon PK) sudah lalai
atau belum. Sedangkan, Pasal 170 ayat (3) UUK adalah pasal yang baru dapat digunakan
setelah debitor sudah dianggap lalai, dengan kata lain si debitor sudah dianggap

68



AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

memenuhi Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Setelah si debitor telah dianggap lalai dan
dimohonkan pembatalan, Majelis Hakim Niaga berdasarkan kewenangan vang

diberikan Pasal 170 ayat (3) UUK dapat memberikan kelonggaran selama 30 hari.

118. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dalii Pemohon PK pada butir 27
Memori PK adalah dalil yang tidak berdasar hukum, justru terkesan asal-asalan. Klausul
Wanprestasi dalam Petjanjian Perdamaian tidak menyalahi ketentuan Pasal 1320 jo.

1338 KUH Perdata dan nyatanya telah disetujui oleh mayoritas kreditor. Dengan

demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus perkara

menolak dan mengenyampingkan dalil Pemohon PK tersebut.

KILAUSUL  WANPRESTASI JUSTRU MENJADIKAN  PELAKSANAAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN MENJADI TERJAMIN

119. Selanjutnya mengenai terkait dalil Pemohon PK pada butir 29 Memon PK, yakni masa
tenggang untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian selama 12 (dua
belas) bulan pertama. Bahwa terkait dengan hal ini, Para Termohon PK sudah
menjelaskan secara panjang-lebar di kesempatan RK 21 Januari 2022. Para Termohon
PK juga kembali mengulangi penjelasan tersebut dalam Kontra Memori Kasasi
tertanggal 10 Februari 2022. Saat ini, izinkan Para Termohon PK untuk sekali lagi
mempergunakan kesempatan ini untuk menyampatkan dan menjelaskan terkait dengan

masa tenggang a guo.

120. Pertama-tama yang petlu diluruskan adalah, tidak ada niatan untuk mengeliminir hak
dari para kreditor. Pernyataan i1 didasari oleh faktanya dimana mayoritas kreditor
terbukti memberikan persetujuan terhadap masa tenggang dalam klausul Wanprestasi

ini. Artinya, mayoritas kreditor tidak merasa haknya di-eliminir oleh klausul

Wanprestasi ini, secara para kreditor tetap dapat mengajukan permohonan

pembatalan setelahnya jika Para Termohon PK wanprestasi. K
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Persetujuan mayoritas kreditor terhadap klausul masa tenggang ini membuktikan bahwa
klausul i1 adalah sah dan dibuat berdasarkan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH
Perdata) dan sesuai keinginan para pihak yang terikat di dalamnya (Pasal 1338 KUH
Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata, berbuny:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.”

121. Sebenarnya uraian di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada
pelanggaran dari ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian. Akan tetapi, Para
Termohon PK tetap merasa perlu untuk menceritakan kepada Majelis Hakim Agung

tentang proses pengesahan klausul ini.

122. Dimulat dart RK 21 Januari 2022, dimana pada forum tersebut Para Termohon PK
memberikan penjelasan kepada para kreditor mengenai latar belakang dibuatnya klausul
Wanprestasi tersebut. Disampatkan oleh Para Termohon PK, bahwa dibuatnya

pengaturan Pasal 4.3 tersebut bertujuan agar Para Termohon PK tidak menjadi
korban atas kelalaian pihak ke-3.

Pada forum tanya-jawab di RK 21 Januari 2022, Para Termohon PK membernkan
ilustrasi akan peristiwa-peristiwa yang sudah diidentifikast oleh Para Termohon PK|
yaitu: para debitor (selaku pelaksanan kewajiban perdamaian) akan berada pada posisi
dilematis; dimana debitor berhadapan pada waktu yang sangat sempit untuk melakukan
pembayaran kepada para kreditor, namun di saat yang sama, debitor baru dapat
melakukan pembayaran setelah memperoleh persetujuan yang bergantung dari
pihak eskternal (pihak ke-3). Sebagai contoh: Debitor baru bisa melakukan
pembayaran setelah seluruh proses administrasi tuntas, misalnya pergantian direksi yang
ditandai dengan penyerahan dokumen ke institusi pemerintah terkait (e.g.
Kemenkumham dan OJK). Artunya, Debitor baru bisa melakukan pembayaran setelah

Kemenkumham atau OJK menerima dan menyetujui seluruh administrasi. (
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Keadaan-keadaan seperti in1 yang sudah dudentifikasi oleh Para Termohon PK sejak
jauh-jauh hari, sehingga berusaha diakomodir kettka menyusun naskah perdamaian.

Hal-hal ini terbatas hanya pada 12 bulan pertama.

123. Oleh karenanya, sebagai upaya preventif, maka Para Termohon PK menyusun klausul
Pasal 4.3 sedemikian rupa untuk melindungi pelaksanaan perjanjian perdamaian. Bahwa

diberikan waktu semacam selama 12 (dua belas) bulan untuk mengantisipasi hal-hal

vang bersifat administrative (bukan wanprestasi atas pembayaran utang), dengan tujuan
agar Para Termohon PK memiliki yang cukup waktu atas seluruh rangkaian kegiatan
korporasi yang diperlukan pasca homologasi, khususnya tethadap hal-hal yang

menyangkut pthak ke-3. Sekali lagi, hal in1 semata-mata bertujuan agar perdamaian

menjadi terjamin.

124. Tidak ada yang aneh dan luar biasa dalam hal tersebut. Bahkan, sebenarnya justru akan
terasa keliru apabila kreditor merasa haknya dirugikan atas klausul wanprestasi tersebut,
karena sebenarnya klausul wanprestasi tersebut bertujuan untuk menjamin
pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, yakni agar tidak dibatalkan oleh krenitor
nakal hanya karena kelalaian yang disebabkan oleh pihak ke-3 (pihak

eksternal).

Sangat tidak adil rasanya, jtka misalnya Para Termohon PK sudah memiliki dana untuk
melakukan pembayaran, namun karena keadaan di 12 bulan pertama, Para Termohon
PK kemudian tidak dapat melakukan pembayaran kepada kreditor hanva karena
nihilnya persetujuan untuk melakukan pembayaran tersebut. Sekali lagi, hal 11 adalah
hal yang sudah diantisipasi untuk terjadi pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan pertama
saja. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dirasa sebagai jangka waktu yang
masuk akal; dalam arti tidak terlalu lama namun tidak pula terlalu sempit untuk
menyelesaikan seluruh proses dan keperluan administrasi yang terbengkalai selama para

Termohon PK berada dalam keadaan PKPU (terhitung sejak 06 Mei 2021). (( |
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125,

126.

127.

Apabila ditinjau dari sudut pandang sosioekonomis dan sudut pandang kepentingan
bersama secara keseluruhan, maka kelangsungan usaha Para T'ermohon PK adalah jalan
keluar untuk mencapai dan memenuhi kepentingan yang jauh lebih besar. Perjanjian
dimungkinkan untuk disusun berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak vide
Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak dapat bebas mengatur hal-hal apa saja
yang diperjanjikan dan akan sah berlaku mengikat pihak-pihak terkait asalkan

memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya.

Inilah yang telah dijelaskan panjang-lebar pada RK 21 Januari 2022, dan nyatanya

mayoritas kreditor telah memberikan persetujuan atas Perjanjian Perdamaian

dan memenuhi kuorum Pasal 281 UUK. Schingga, seandainya pun Perjanjian

Perdamaitan tidak cukup terjamin (quad non), lantas mengapa mayoritas kreditor
lainnya justru memberikan persetujuannya atas Perjanjian Perdamaian

tertanggal 21 Januari 20217

Karenanya, dalil Pemohon PK yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tidak terjamin
akibat klausul wanprestast adalah dalil yang mengada-ada. Hal itu terkesan seperti suatu
perbuatan jahat dari kreditor yang tidak puas, khususnya dari Pemohon PK yang nyata-
nyata mengakui membenkan suara “tidak setuju” dan menghendaki agar Para

Termohon PK jatuh pailit.

Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Para Termohon PK tegaskan bahwa
A Kelangsungan merupakan n lin nting yang
terkandung dalam UUK, hal mana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUK,
yang pokoknya bermakna perusahaan Debitor yang prospektif wajib tetap
dilangsungkan, mengingat kepentingan yang dilindungi dalam UUK bukanlah

kepentingan yang bersifat individual, melainkan kepentingan bersama baik

debitor maupun para kreditor, terutama untuk para kreditor. Sejalan dengan hal

tersebut, maka secara sosioekonomis dan dilihat dan kepentingan bersama secara

keseluruhan atau kepentingan hukum yang lebih besar.
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128. Tujuan Pemohon PK yang menginginkan agar Para Termohon PK berada dalam
keadaan pailit merupakan suatu kekejian dan patut diduga memuliki niat yang tidak baik.

Majelis Hakim Yang Terhormat, harus kami sampaikan secara terbuka bahwa

dalam kondisi yang terjadi saat ini, bila dipandang dari segi ekonomi, yang

Putusan Homologasi adalah para kreditor, termasuk Pemohon PK. Dengan

masth berlangsungnya kegiatan usaha dari Para Termohon PK, maka kreditor-kreditor
dani Para Termohon PK akan mendapatkan hak-haknya secara lebih optimal di waktu

yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan mayoritas preseden perkara kepailitan, sangat banyak
kreditor-kreditor konkuren yang tidak menerima suatu rewrvery apapun. Hal ini
dikarenakan prioritas penyelesaian kewajiban terhadap kreditor konkuren
merupakan prioritas yang paling akhir, setelah kewajiban kreditor preferen dan
kreditor separatis (catatan: Pemohon PK termasuk kreditor dengan sifat tagithan tidak
berjamin/konkuren dan mayoritas kreditor Para Termohon PK adalah kreditor

konkuren).

Sebagai penegasan saja, jumlah piutang kreditor konkuren dalam Proses PKPU Sritex
Group adalah Rp. 25.307.781.584.926,30 (rzde Daftar Prutang Tetap tertanggal 06 Juli
2021).

129. Oleh karena 1tu, Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Homologasi (yang dikuatkan
oleh Putusan Kasasi) merupakan perwujudan yang nyata dar1 kepentingan hukum yang

lebih besar.

130. Bahwa selain dari apa yang Para Termohon PK utarakan di atas, TIM PENGURUS
DAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU SRITEX GROUP
JUGA TELAH MENILAI BAHWA PELAKSAAN PERJANJIAN
PERDAMAIAN TANGGAL 21 JANUARI 2022 DAPAT TERJAMIN V/
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PELAKSANAANNYA sebagaimana bunyi Putusan Homologasi pada halaman 124
s.d 127 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, babwa Hakim Pengawas mengutip Laporan Akhir Tim Pengurus
tertanggal 24 Jannari 2022, yang pada pokoknya menwhon kepada Hakim Pengawas untuk
dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim a quo agar dapat memberikan
Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian kepada Debitor PKPU yang akan diputuskan
pada Sidang/ Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 25 Januari 2022
dengan  mempertimbangkan  keterjaminan  pelaksanaan  Perjanjian  Perdamaian — bagi

kepentingan Para Kreditur dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

Berdasarkan isi dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022

diketahui bahwa rencana perdamaian disusun dengan memperhatikan

terjaminnya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para
Kreditur dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

° Menuat S kema Penyelesaian Kepada Seluruh Kategori Kreditor. Rencana Perdamaian
versi 17 Januari 2022 disusun dengan memuat penyelesaian ntang kreditor Bilateral,
kreditor atas utang Sindikasi, pemegang notes, fasilitas leasing, pemegangy Medinm

Term Notes, dan Kreditor Utang Dagang;

° Hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan para pembeli utama. Para Debitor
PKPU, sebagai suatu kelompok usaba merupakan satuan usaha dengan skala terbesar
di Indonesia yang terintegrasi pada seluruh rantai produksinya, dari pemintalan,
penenunan, finishing, hingga konveksi menjadi produk jadi. Selama ini, grup telah
berhasil melakukan penetrasi ke banyak negara dan memiliki jaringan pelanggan
global yang beragam termasuke beberapa produsen tekestil midstreams dan hilir besar di
dunia. Dengan mayoritas penjualan yang berorientasi seimbang antara domestik dan
ekspor dan penjualan produk garmen berorientasi kepada pasar militer, maka Para

Debitor PKPU nantinya dapat nengunasai segmen pasar yang stabil. (
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Pengikatan jaminan bersama. Dalam Rencana Perdamaian tersebut, Para Debitor
PKPU menjaminkan aset-aset tetap dan aset bergerak kepada Para Kreditor melalui
suatu skema-skema Jaminan Bersama A dan Jaminan Bersama B, dan kemudian
menunjuk lembaga kenangan lerkemuka, trust company atau entitas lain yang
menyediakan layanan perwalian perusabaan, agen pinjaman, dan wali amanat jaminan
sebagai Agen |aminan Bersama dari nominasi para kreditor. Dalam hal keadaan
eksternal yang berada di luar kendali Para Debitor PKPU mempengaruhi kemanipuan
arus kas tersebut secara negatif, maka menurut pendapat Tim Pengurus, jaminan
tersebut dapat memberikan hak untuk upaya pengembalian dari lkuidasi aset yang

tercakup dalam skema Jaminan Bersama tersebut.

Komitmen dari Sponsor. Sebagaimana diminta oleh Para Kreditor, pemegang saham
akhir Para Debitor PKPU dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022
menyampaikan babwa Sponsor, dapat menggunakan Aset Sponsor dalam satu atan
serangkatan penggalangan dana dengan jumiah sampai dengan USD100.000.000
(seratus juta dolar Amerika Serikat) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tabun
sejak tanggal 30 Juni 2022. Hal ini juga sejalan dengan penilaian internal Para
Debitor PKPU atas dibutubkannya modal kerja untuke kegiatan operasionalnya. Tim
Pengurus melihat bahwa ketersediaan Aset Sponsor tersebut dapat menjadi alternatif
dalam hal pembiayaan eksternal dari institusi kenangan pihak ketiga tidak dapat

diadakan pada waktunya.

Tata Kelola, Pengawasan Independen, dan Transformasi Bisnis. Sebagaimana dinuat
dalam Rencana Perdamaian versi 17 Jannari 2022, Para Debitor PKPU melaknkan
upaya untuk meningkatkan independensi operasional dan manajemennya antara lain
dengan menunjuk penasihal restrufeturisasi independen yang bertindak sebagai direketnr
independen dan chief restructuring officer yang berasal dari nominasi dari para kreditor,
yang menmiliki lingkup pekerjaan yaitu untuk memastikan kepatuhan penerapan
mekanisme Cash Waterfall, menyetujui anggaran dan proyeksi, mengawasi proses andt,

memastikan pembentukan kontrol atas pembelian persediaan, meninjan daftar usia
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persediaan  bulanan, berpartisipasi  dalam  stok  opname  triwnlanan, menyetujui
pencadangan atan provisi lerkatl kenangan, memasiikan laporan triwulan moniloring
accountant mencakup pengujian janji kepatuhan terhadap mekanisme cash waterfall,
arius kas dan saldo kas, kinerja penjualan dan profitabilitas, saldo persediaan dan usia,
saldo dan  wmtr pintang/ utang, belanja modal, kesesuaian belanja operasional,
menyetujui pergantian aunditor untuk mengandit laporan kenangan para debitor mulai
tabun bukn 2022 dan setiap tabun buku berikutnya. Selain itu dalam Rencana
Perdamaian versi 17 Januari 2022, Para Debitor PKPU akan menunjuk salah satu
dari sepuinly Kantor Akuntan Publik terbesar di - Indonesia sebagai  akuntan
pemantan/ monitoring accountant untuk memberikan laporan triwulan kepada para
kreditor yang mencakup pembaruan kinerja keuangan, perbandingan dengan anggaran,
pemukhtahiran anggaran dan sumber dan penggunaan kas, fransaksi pihak berelasi
dan saldo terkait transaksi pihak berelasi, membantu Direktur Independen/ CRO
dalam pelaksanaan rencana perdamaian dan melakukan kajian tengah tahunan atas
pengoperasian mekanisme Cash Waterfall dan menentukan Excess Cash yang relevan
untuk didistribusikan. 1ebih lanjut, dalam rencana perdamaian versi 17 Januari 2022
menyampaikan bahwa Para Debitor PKPU akan menunjuk perusabaan konsultan
manajemen internasional dengan keablian di bidang manufakiur teksti! dan konveksi
sebagai penasibat pemutlthan bisnis dan operasional independen guna meningkatkan
produktivitas dan profitibilitas operasi Para Debitor PKPU untuk memasiikan
keberlangutan bisnis dan operasi Para Debitor PKPU kedepan. Tim Pengurns menilai
bahwa keberadaan pihak-pihak independen yang meninjau dan mengawasi arus kas
Para Debitor PKPU serta melaporkannya kepada para kreditor secara triwulanan,
menjadikan proses pemenubhan kewajiban oleh Para Debitor PKPU menjadi lebih
transparan dan akuntabel. Lebih janh lag, mengingat Para Debitor PKPU yang
terdiri dari suatu kompleks manufaktur tekstil yang ekstensif, pengawasan para pihak

independen lersebut juga mencakup transaksi dengan pihak terkait.

Ketentuan wanprestasi yang akomodatif namun tegas. Salah satu risiko wtama
terhadap pelaksanaan suatu rencana perdamaian adalah terlalu mudahnya keadaaan

wanprestasi. Ketentuan yang dimuat pada Rencana Perdamaian versi 17 |anuari 2012
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mengenar wanprestasi, Para Debitor PKPU  mengusulfean pembatasan-pembatasan
berikut: (a) waktu penmilihan wanprestasi selama 60 (enam puluh) hari kalender, dan
(b) masa tenggang 12 (dua belas) bulan untuk mulainya keberlakunan wanprestasi
selain  wanprestasi  pembayaran.  Tim  Pengurus  menilai hal ini  menempatkan
konsekuensi wanprestasi yang seimbang dengan materialitasnya, dan memberikan
insentif kepada Para Debitor PKPU untuk tetap melakukan pembayaran kepada
para kreditor sesuai kefentuan yang disepakati dalam Rencana Perdamaian yang

dihomologasi.

. Ketentuan Dokumentasi Definitif dan Amandemen atas Ketentuan Perdamaian. Salah
satu risiko utama lain terbadap pelaksanaan suatu rencana perdamaian adalah tidak
adanya forum yang memadai untuk melaknkan amandemen atas rencana perdamaian,
sehingga pembatalan dapat terjadi walanpun mayoritas kreditor menyetujui perubaban
atas penyelesaian kewajiban karena sebab-sebab yang layak. Kebutuban atas fornm ini
menjadi jelas dengan ferus diperpanjangnya keadaan pandemi ini. Dalam Rencana
Perdamaian  tersebut, Para Debitor PKPU mengusulfean suwatu dokumentasi barn
(Dokumentasi Definitif) yang mengemas kembali ketentuan-ketentuan komersial yang
dintsulkean dalam rencana perdamaian lermasuk ketentuan-ketentnan amandenennya
sebagaimana mungkin nanti akan disepakati dengan Para Kreditor yang relevan. Pada
periode antara langgal homologasi sampai dengan penandatanganan Dofkumentasi
Definitif, Rencana  Perdamaian  juga  mengatur  ketentuan  amandemennya  yang
mencersminkan kuorum persetujuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Tim Pengurus menilai perlunya forum yang adil,
akuntabel, dan transparan untuk melakukan renegosiasi atas kefentuan-ketentuan

penyelesaian utang, pelaksanaan rencana perdamaian.”

131. Berdasarkan uraian di atas, ketidakpahaman Pemohon PK atas hal-hal yang digunakan
sebagai pertimbangan atau melatarbelakangi skema penyelesaian utang yang ditawarkan

dalam Perjanjian Perdamaian Para Termohon PK, menyebabkan ketidakjelasan dalil-

dalil Pemohon PK pada butir 29 Memor PK dan oleh karenanya sudah sepantasnya g

Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK ditolak.
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KEBERATAN PEMOHON PK AGAR MAHKAMAH AGUNG RI DI TINGKAT |
PENINJAUAN KEMBALI (PK) UNTUK MEMERIKSA KEKELIRUAN DALAM

- PENERBITAN PENETAPAN MAUPUN PUTUSAN BUKANLAH TERMASUK
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MENURUT UNDANG-UNDANG

DALIL. PEMOHON PK PADA BAB V MEMORI PK WAJIB DITOLAK DAN
DIKESAMPINGKAN UNTUK SELURUHNYA

132. Bahwa pada butir 34 s.d. 47 Memon PK (Bab V) , Pemohon PK menyampaikan alasan
PK ke-5, yang pada pokoknya mempermasalahkan alasan-alasan PK yang tidak
diperkenankan oleh UUK. Hal in1 dapat dilihat pada dalil Pemohon PK pada butir 45

s.d. 47, vang berbuny1 sebagai berikut:

“45. Hal tersebut tentu menimbulkan kesimpang-siuran dan pertanyaan apakah dalam
tanggal yang sama dapat terjadi perubahan produk dari Judex Juris, dari Penetapan
kemudian berubah menjadi Putusan.

46. Pemohon PK beranggapan babwa Judex |uris tetap membuat tanggal putusan tersebut
sama dengan penetapan untuk menghindari tenggat waktu sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU, yang disebutkan bahwa putusan atas permobonan
kasasi yang diajukan barus dincapkan paling lambat 60 (enam pulub) hari sejak
permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkanah Agung.

47, Hal ini menimbulkan kesan apakah Judex: [uris benar-benar meneliti serta memeriksa
Jakta-fakta serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemobon PK dalam Memori PK

3

nya.’

133. Anech tapi nyata, namun itulah vang dituliskan oleh Pemohon PK di dalam Memorn PK-
nya. Padahal, Pasal 295 ayat (2) UUK telah mengatur tata cara upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK) atas putusan yang berkekuatan hukum tetap. Guna menghindari

(
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keraguan, berikut dikutip alasan-alasan yang disediakan oleh UUK berkenaan dengan

upaya hukum Peninjauan Kembali:

« Pasal 295
(2) Permobonan peninjanan kembali dapat diajukan, apabila:
a.  setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atan

b.  dalam putusan hakim yang bersangfutan terdapat kekelirnan yang nyata.”

134. Bunyi Pasal 295 UUK di atas jelas memberikan limitasi terthadap alasan-alasan yang
dijadikan dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah
Agung. Dengan kata lain, selain daripada alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka
tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan

Kembali (PK).

135. Mahkamah Agung RI selaku institusi peradilan tertinggi di Indonesia telah menunaikan
tugasnya dengan memberikan kepastian hukum melalui Putusan No. 671 K/Pdt.Sus-
Pailit/2022 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut “Putusan Kasasi”). Putusan
tersebut pun faktanya ditunaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan amanat
undang-undang, meski senyatanya banyaknya jumlah perkara yang ditangani dan
keadaan pandemi menimbulkan keadaan memaksa yang menunda pelaksanaan tugas

dart Mahkamah Agung RI.

136. Namun terlepas dari hal tersebut, alasan yang Pemohon PK tuliskan pada (Bab V) butir
34 s.d. 47 Memori PK bukanlah alasan-alasan yang dimaksud pada Pasal 295
UUK. Oleh karenanya, seluruh dalil Pemohon PK pada butir 34 s.d. 47 Memor PK

tdak layak untuk diperiksa, melainkan sepatutnya wajib untuk ditolak dan
dikesampingkan. f
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JUDEX JURIS TELAH TEPAT DAN TIDAK KELIRU DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYEBUTKAN JUDEX FACTIE TIDAK

SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MENGESAHKAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN

JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTIE TIDAK MENEMUKAN ALASAN-ALASAN
PENOLAKAN PENGESAHAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA
DIPERSYARATKAN DALAM PASAL 285 AYAT (2) UUK

137. Bahwa salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia, adalah doktrin. Marilah kita
meninjau doktrin hukum dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya yang
berjudul “Sesarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memabami Undang-Undang No 37
Tabun 2004  tentany  Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran” (Penerbit:

Prenadamedia Group, Cet-1, Tahun 2016).

Pada halaman 457, disampatkan oleh Prof. Remy bahwa Judex Factie hanya
mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap Rencana Perdamaian, melalui
putusan pengesahan perdamaian. Dengan kata lain, 1si rencana perdamaian sepenuhnya
diserahkan kepada pihak-pihak terkait, yakni si debitor dan para kreditornya. Untuk

menghindari keraguan, berikut dikutip bunyi doktrin dimaksud:

“Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atan melakukan konfirmasi saja terhadap hasi/
kesepakatan  antara  Debitur dan  Para  Krediturnya.  Dengan  fkata lain, isi rencana
perdamaian it sepenubnya diserabkan kepada para pihak sendiri, yaitu Debitur dan para

Krediturnya.”

138. Kemudian, Pasal 285 ayat (2) UUK memben kewenangan bagi Pengadilan Niaga untuk

menolak memberikan pengesahan atas rencana perdamaian, apabila: (
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139.

140.

a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan
benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

b.  pelaksanaan perdamatan tidak cukup terjamin;

C. perdamaian 1tu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau
lebth Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain vang tidak jujur dan tanpa
menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal
int; dan/atau;

d.  imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar

atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Bahwa berdasarkan doktrin dan uraian Pasal 285 ayat (2) UUK di atas, Para Termohon
PK menganggap bahwa tidak ada alasan bagi Judex Juris maupun Judex Factie untuk
memnatalkan ataupun menolak mengesahkan perdamaian antara Para Termohon PK

dan kreditornya (termasuk Pemohon PK).

Sebagaimana telah dmratkan sebelumnya, Para Termohon PK telah sedemikian rupa
menyusun Rencana Perdamaian agar para kreditornya bersedia menerima dan
memberikan persetujuan terhadap Rencana Perdamaian tersebut. Bahwa
Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Para Termohon PK juga telah didasarkan
atas penilaian kemampuan perusahaan atas utang yang dapat ditopang oleh perusahaan
(sustainable debi) dan proyekst arus kas perusahaan kedepannya oleh penasthat keuangan
yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga Rencana Perdamaian yang ditawarkan

oleh Para Termohon PK dapat terjamin pelaksanaannya, termasuk terhadap hal-hal

yang dipermasalahkan oleh Pemohon PK dalam Memori PK maupun

sebelumnya melalui Memori Kasasi-nya.

BAHKAN DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI,
PARA TERMOHON PK MENINGKATKAN DERAJAT DAN RECOVERY
(PEMULIHAN) PIUTANG DARI PARA KREDITOR KONKUREN
TERTENTU UNTUK KEMUDIAN MENJADI KREDITOR SEPARATIS
(KREDITOR PEMEGANG JAMINAN) DENGAN PEMBERIAN JAMINAN {
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141.

BERSAMA, DENGAN DEMIKIAN, PERNYATAAN JUDEX FACTIE TIDAK
MENEMUKAN ADANYA ALASAN-ALASAN GUNA MENOLAK UNTUK
MENGESAHKAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM
PASAL 285 AYAT (2) UUK TELAH TEPAT, BEGITU PULA DENGAN JUDEX
JURIS YANG PADA POKOKNYA MENGUATKAN PUTUSAN HOMOLOGASI
DARI JUDEX FACTIE.

Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Agung yang Terhormat, bahwa
Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PK kepada kreditor
dalam forum RK 21 Januari 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Semarang TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN dari 11 kreditor
separatis yang hadir (100%) dimana mewakili Rp. 716.721.167.991,00 atau 100%
dari nilai tagihan seluruh kreditor separatis yang hadir; dan persetujuan dari 75
kreditor konkuren yang hadir (75%) dimana mewakili Rp. 12.175.355.112.748,00
atau 67,38% dari nilai tagian seluruh kreditor konkuren yang hadir, untuk itu
maka Rencana Perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK

yang menyatakan:

“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

a. Persetujuan lebih dari Ve (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui
atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-
sama mewakili paling sedikit 2/ 3 (dna pertiga) bagian dari selurnb tagihan yang diakui
atan sementara diakni dari kreditor konkuren atan kuasanya yang hadir dalam rapat
fersebut, dan

b. Persetujuan lebih dari V2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan
Ladai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/ 3 (dua pertiga) bagian dari selurih

tagihan dari kreditor tersebut ataw kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”
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Hal tersebut di atas membuktikan bahwa mayoritas kreditor dar1 Para Termohon PK

telah memberikan persetujuannya terhadap Perjanjian Perdamaian.

142, Bahwa RK 21 Januari 2022 dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dimana dihadin
pula oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Para Termohon PK, serta para kreditor
termasuk Pemohon PK. Bagaimanakah upaya tidak jujur yang dimaksud oleh Pemohon

PK? Seluruh berita acara, laporan, berikut dengan rekomendasi telah

disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh pihak.

143. Bahwa UUK telah menentukan forum yang dimaksudkan untuk menilai layak atau
tidaknya suatu Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditor-nya
berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK. Selanjutnya, Pasal 285 ayat (2) UUK
member wewenang bagi Pengadilan Niaga untuk menolak mengesahkan perdamaian

berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada pasal 285 ayat (2) UUK.

144. Pada faktanya, Judex Factie tidak menemukan alasan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) UUK, sejatinya karena Tim Pengurus dan Hakim
Pengawas telah menyampatkan seluruh informasi secara terbuka sejak jauh-jauh hari. D1
lain sisi, justru Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk
tagihan Bilateral dan ISDA) justru terang-terangan MENGAKU tidak membawa
dokumen persyaratan terkait, KARENA dokumen tersebut berada di kantornya
(Jakarta). Pengakuan tersebut secara otomasis TIDAK DAPAT menjadikan Tim
Pengurus dan Hakim Pengawas seolah-olah berlaku tidak jujur. Sebaliknya, pengakuan
Ginting & Reksodiputro tersebut justru membuktikan KELALATANNYA dan
karenanya TIDAK DAPAT  DIKLASIFIKASIKAN  SEBAGAI  SUATU
PERBUATAN TIDAK JUJUR DARI TIM PENGURUS.

145. Sehingga Judex FMactie dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tdak
menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UUK TELAH TEPAT. Oleh

karenannya juga, Judex Factie telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam (
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menjatuhkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam perkara a
gLIO.

Pertimbangan Judex Factie dalam halaman 131 Putusan Homologasi, sebagaimana

dikutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan dan
Rekomendasi Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor PKPU dan Para

Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak

untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal

285 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang”

Selanjutnya pada halaman 132 Judex Factie menyatakan:

“Menimbang, oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-
alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dan
rencana perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang No. 37 Tahun 20004
tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan

Perjanjian Perdamaian tersebut.”

Merujuk kepada hal tersebut di atas, maka perdamaian yang telah dicapai oleh Para
Termohon PK dengan para kreditor tidaklah melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pasal 285 ayat (2) huruf a, b, ¢, dan d UUK.

146. Pertimbangan hukum di halaman 131 dan 132 yang dikutipkan di atas juga tetap
mengindahkan fakta hukum peristiwa tidak diperkenankannya Ginting & Reksodiputro
(selaku kuasa hukum Cittbank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) dalam kegiatan
pemungutan suara di RK 21 Januarn 2022. Hal im1 jelas-jelas disampaikan pada
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pertimbangan hukum di halaman 22 s.d 23 Putusan Homologasi, yang berbuny1 sebagai

berikut:

“Babwa pihak dari Virma Hukum Ginting & Reksodiputro yang menyatakan mewakili

Citiba

dalam

ik N.A. Jakarta Branch (untuk porsi pintang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502)
rapat  kreditor, tidak dapat melengkapi persyaratan-persyaratan

dokumen legal standing/kewenangannya bertindak untuk dan atas nama

kreditor untuk melakukan pemungutan suara, dengan alasan sebagai berikut:

a)

)

Babwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyerahkan dokumen-
dokumen kepada Tin Pengurus melalui jasa pengiviman (INI) dengan resi pengiriman
nomor 010900012447221, dan diterima oleh Tim Pengurus pada tanggal 25 Me:
2021,

Babwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyatakan telah
menerima surat kuasa kbusus dari Batara Parubum Sianturi dalam jabatannya selaku
pemberi kuasa substitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan surat
kunasa tanggal 21 April 2020 oleh Piyush Agrawal, dalam kapasitasnya selakn
Executive 1ice President dari Citibank, N.A. suatu perusahaan perbankan New

York yang didirifan berdasarkan hukum Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan

pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Tim Pengurus dalarm

d)

7

bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;

Bahwa dalam rapat pibak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro
menunjukkan dokumen surat kuasa asli yang berbeda dengan surat
kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya merupakan penambahan
penerima kuasa dari dan merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021, terkait hal

i Tim Pengurus menilai tidak dapat mengakuinya dikarenakan

surat _kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat ditunjukkan aslinya
kepada Tim Pengurus,

Babhwa Tim Pengurus menerima surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020
dari pihak Firma Hukum Ginting & Reksodiputro, yang menerangkan Piyush
Agrawal selakn Excecutive Vice President dari Citibank, N.-1 memberikan
kuasa kepada Batara Paruhum Sianturi, dalam bentuk foto copy dan
tidak disertai aslinya,

Bahwa Tim Pengurus belum menerima Identitas Piyush Agrawal yang

mengatasnamakan selaku xecutive Vice President dari Citibank, N.A yang
memberikan kunasa kepada Batara Parubum Sianturi sebagaimana dinyatakan dalam
surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020,

Bahwa Tim Pengurus belum menerima dokumen atau akta yang

menunjukkan bahwa Piyush Agrawal merupakan Executive Vice
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President dari Citibank, N.A ataupun memiliki kewenangan bertindak untuk
dan atas nama Citibank N A,

g) Babwa Tim Pengurus menerima dokmen anggaran dasar Citibank N A/ Citibank
N.A by-Laws as amended effective october 22, 2019 dalam bentuk foto copy

dan tidak disertai aslinya;

Babwa Tim Pengurus menyampatkan permasalaban terkait kekurangan doknmen-dokumen
dari pihak yang menyatakan mewakili Taiper Fubon Commercial Bank Co., 1td dan
Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi pintang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502)
kepada Hakim Pengawas.”

Bahwa pibak yang menyatakan mewakili Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi
pintang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502), menyampaikan tidak keberatan dengan
kewenangan Tim Pengurus untuk memeriksa dokumen, namun dalam hal ini yang menjadi
permasalaban adalal penyebab pemeriksaan dokumen ini baru dilaksanakan pada rapat
woting pada hari ini, padahal sebelumnya telah dilaksanakan tabap wverifikasi. [ika
dipersamakan dalam persidangan, rapat ini adalah dalam tahap putusan. Tidak mungkin
dalam  pembacaan putusan, Hakim masih meminta dokumen asli untuk pembuktian.
Kreditor menyatakan bahwa seluruh dokumen asli ada di kantor dan hari

Senin dapat ditunjukkan kepada Tim Pengurus.

Bahwa Tim Pengurus juga menyampaikan dalam undangan-undangan

rapat kreditor Tim Pengurus meminta kepada kreditor yang bersangkutan

agar menyerahkan surat kuasa atau surat tugas berikut dokumen-

dokumen penunjang serta memastikan kewenangannya untuk hadir dan

bertindak atas nama kreditor termaksud dalam rapat kreditor.

Bahwa Hakim Pengawas menegaskan di dalam rapat bahwa semua

persyaratan _dokumen harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk terhadap kreditor luar negeri terkait

legalisasi dan konsulerisasi. Sebagaimana yang pernah Hakim Pengawas

sampaikan dan kreditor lainnya yang juga mengusahakan untuk

melengkapi semua dokumen sesuali peraturan perundang-undangan

22

termasuk konsulerisasi untuk legal standing. ...
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147. Atas perstiwa tersebut, Judex Factie pun telah memberikan pertimbangan hukumnya,

pada halaman 129 Putusan Homologasi, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setiap kreditor yang hendak menggunakan haknya
mengajukan suara dalam rapat kreditor harus dapat memperiihatkan asli
dokumen-dokumen yang membuktikan memiliki kapasitas mewakili para

kreditor, serta dokumen-dokumen tersebut harus
dilegalisasi/konsulerisasi pada saat Rapat Kreditor, dan para kreditor

yang tidak dapat memperlihatkan dokumen asli dan konsulerisasi atas
dokumen-dokumen untuk memperlihatkan kapasitasnya mewakili
kreditor tidak dapat ikut dalam pemungutan suara, sebagaimana hal ini diatur

dalam

a. Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia No.09/ AJKP/XII/2006/01  tentang
Panduan Unnm Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah
Daerab, angka 70 yang berbunyi:

dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di
wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh
Kementerian Kebakiman dan/atan Kementerian 1uar Negeri negara dimafesud dan

Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.’
b. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi sebagai berifeut:

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslkinya. Apabila akta yang
asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikbtisar-ikbtisar hanyalah dapat dipercaya,
sekedar salinan-salinan serta ikbtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslhinya, yang mana

senantiasa dapat diperintabkan mempertunjukannya’”’

148. Pada pokoknya, Judex Factie mempertimbangkan bahwa:

a.

Setiap pihak yang mewakili kreditor harus dapat memperlihatkan ASLI dokumen
legalitasnya; hal ini nyata-nyata gagal dipenuhi oleh Ginting & Reksodiputro
untuk mewakili Citibank N.A untuk tagihan Bilateral dan ISDA.

Dokumen asing yang hendak dipertunjukkan haruslah memenuhi ketentuan

Permenlu No 09/2006, yakni dilegalisasi dan dikonsulerisasi; dalam hal ini,
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Ginting & Reksodiputro hanya menunjukkan fotokopi dokumen, tanpa sealed ashi

legalisasi.

149. Lebih lanjut, Judex Factie kembali mengaitkan pula hal tersebut dengan ketentuan
Pasal 1888 KUH Perdata, dimana kekuatan hukum dar suatu dokumen adalah pada
dokumen aslinya. Dalam hal i, Cittbank N.A. tidak mampu menunjukkan ashi
dokumen, dengan alasan dokumen tersebut ada di kantornya (Jakarta). Hal tersebut
bukanlah suatu alasan yang dapat diterima dan membuat profesionalisme
Ginting & Reksodiputro patut dipertanyakan, karena Tim Pengurus dan Hakim
Pengawas telah berulangkali memperingatkan agar seluruh dokumen yang
dipersyaratkan agar dibawah untuk dapat mengikuti kegiatan pemungutan

suara (uraian lebih rinci telah disampaikan pada Bab tersendiri di atas).

150. Pertimbangan Judex Factie tersebut di atas membuktikan bahwa Judex Factie
mengetahui dan bersikap sejalan dengan tindakan Tim Pengurus serta Hakim

Pengawas; bahwa tidak ada upaya tidak jujur dari Tim Pengurus mengingat seluruh

informasi telah disampaikan sejak awal dari jauh-jauh hari, terutama kepada
Ginting & Reksodiputri (selaku kuasa hukum Cittbank N.A. untuk tagihan Bilateral dan
ISDA) dalam proses PKPU Sritex Group, yang faktanya telah berkali-kali gagal
membuktikan legalitasnya dengan tidak mempertunjukkan asli dokumen

legalitasnya.

151. Bayangkan apabila Tim Pengurus dan Hakim Pengawas memperkenanan Ginting &
Reksodiputro untuk tkut serta dalam voting, maka hal tersebut justru meninggalkan
celah hukum dalam proses PKPU Sritex Group. Atas dasar hal tersebut, terbukt tidak
ada kekeliruan maupun sikap tidak jujur selama proses PKPU Sritex Group. Adapun
yang justru terbukti adalah konsistenst sikap dari Tim Pengurus kepada seluruh kreditor

selama proses PKPU Sritex Group.

152, Selain daripada hal di atas, merupakan fakta hukum (dan seharusnya termasuk dalam
berkas perkara No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) bahwa Ginting & Reksodiputro (selaku g’
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158.

154.

kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) telah mengajukan
keberatan mengenai peristiwa tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pemungutan
suara. Dilanjutkan oleh Pemohon PK bahwa hal tersebut menjadi alasan bagi Judex
Faetie untuk menolak memberikan pengesahan. Dalil ini jelas-jelas keliru, karena
sebelum dilayangkannya surat keberatan, Judex Factie telah mengetahui dan
memberikan pertimbangan hukum atas peristiwa tersebut. Sehingga, alasan Pasal

284 ayat (3) UUK udak dapat dipergunakan lebih jauh.

Terhadap seluruh rangkaian pada tingkat Judex Factie yang diuraikan di atas, kemudian

Judex Juris pun menegaskan bahwa terhadap hal-hal tersebut telah diketahur dan

dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Mohon
dapat merujuk pertimbangan hukum Putusan Kasasi di halaman 8, dimana
menyebutkan bahwa penerapan hukum dari Judex Factie telah tepat dan tidak terdapat
kesalahan di dalamnya:

(44

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

meneliti secara seksama memiori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal
10 Februari 2022 dibubungkan dengan  pertimbangan [undex Facti dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah

menerapkan hukum dengan perfimbangan sebagai berifut:

Babwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan

benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang; ...”

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk
mengenyampingkan dan menolal alasan PK yang disampaikan Pemohon PK pada butir
48 s.d. 50 Memori PK-nya, mengingat alasan tersebut terbukti keliru dan tidak berdasar,

sesual alasan dan pertimbangan hukum yang dituliskan di atas.

89



AJl WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTIE SUDAH BENAR DAN TEPAT DALAM

MEMBERIKAN PUTUSAN KASASI SERTA PUTUSAN HOMOLOGASI

JUDEX JURIS SUDAH TEPAT DAILAM MENOLAK KASASI PEMOHON PK
(DAHULU PEMOHON KASASI) DAN SUDAH SELAYAKNYA PULA MAJELIS
HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA A QUO KEMBALI MENOLAK
MEMORI PK DARI PEMOHON PK KARENA ALASAN YANG MENDASARI
PERMOHONAN PK TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DAILAM UUK

155. Bahwa simpul argumetasi di dalam Memori PK Pemohon PK diantaranya adalah
keberatan atas ditolaknya Kasasi oleh Judex Juris. Memon PK yang disampaikan oleh
Pemohon PK tidak jauh dari keberatan dan menyalahkan Putusan Kasasi dan Judex
Juris, padahal Pemohon PK sendini tidak menyadani bahwa Memori PK yang ia ajukan
ridak didasar pada alasan-alasan yang disediakan oleh undang-undang dan cenderung
meminta pemeriksaan atas suatu hasil penilaian fakta vang bersifat penghargaan atas

kenyataan.

156. Untuk 1tu, di bawah i disampatkan Pasal 30 ayat (1) UU MA yang pada pokoknya
mengatur alasan-alasan Kasasi yang dapat membatalkan putusan dari pengadilan

sebelumnya:

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atay penetapan
pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a.  tidak berwenang atau melampani batas wewenang;
b, salah menerapkan atan melanggar hukum yang berlaku;
. lalai memenuhi  syarat-syarat yang diwajibkan oleh  peraturan  perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu  dengan batalnya  putusan yan

£4
bersangkutan.” K
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1t

Dapat perhatikan masing-masing dari alasan yang disediakan Pasal 30 ayat (1) UU MA,

sebenarnya tidak ada satu pun yang dapat dimanfaatkan Pemohon PK (dahulu

Pemohon Kasast), karenna:

a.

Judex Factie berwenang untuk mengadili dan memutus Putusan Nomor

12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. tertanggal 25 Januari 2022, sesuai
dengan Pasal 1 ayat (7) UUK;

Judex Factie TIDAK melakukan kesalahan dalam pemeriksaan fakta

maupun penerapan hukum, serta tidak pula melanggar hukum yang
berlaku. Segala sesuatu hal yang disampaikan Pemohon PK (dahulu Pemohon
Kasasi) bukan merupakan alasan-alasan Kasasi, melainkan hanya dugaan semata
yang tidak didasari oleh dasar dan bukti yang nyata.

Judex Factie TIDAK pernah lalai dalam memenuhi syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya syarat yang
diwajibkan oleh UUK.

Karenanya, Judex Jurs kemudian di dalam pertimbangan hukumnya jelas menyatakan

bahwa tidak ada kekeliruan dari Judex Factie dalam menerapkan hukum. Sebaliknya,

justru hal-hal yang dipermasalahkan Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) di dalam

Memor Kasasinya bukan termasuk dalam lingkup pemeriksaan di tingkat Kasasi. Guna

memberikan keterangan secara menyeluruh, benkut dikutipkan kembali bunyi

pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan seperti disebutkan di atas:

(14

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

mieneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal
10 Februari 2022 dibubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan

benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
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Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnyva mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

mana_tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam wemenubi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelataian it dengan batalnya putusan yang
bersangkuntan atau bila Pengadilan tidak berwenang atan melampani batas wewenangnya

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tabun

1985 sebagaimana telah dinbab dengan Undans Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedna dengan Undang Undang Nomor 3 Tabun 2009 serfa peraturan dan

undang-undang lain yang bersangkutan,”

158. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terbutki bahwa tidak ada kekeliruan maupun
kekhilafan dalam Putusan Kasasi. Bahkan Putusan Kasasi dani Judex Jums telah sejalan
dengan doktrin yang disampatkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang
berjudul “Kekwasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjanan Kembali Perkara

Perdatd”, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 363 s.d. 365:

“2. Alasan Kasasi yang Dianggap Tidak Tunduk pada Pemeriksaan Kasasi

Seperti yang disebutkan di atas, lidak mungkin mengemukakan secara limitatif apa saja
alasan kasasi yang tidak funduk pada pemeriksaan kasasi. Apa yang dikemukakan di
bawah ini hanya gambaran deskripsi alasan-alasan yang dianggap dan dinyatakan nidak

mempunyai dasar yang diteninkan dan diambil dari yurisprudensi.
. Alasan yang Berisi Keberatan tentang Penilaian Hasil Pembuktian
Dalam hal ini, alasan kasasi yang diajnkan berisi keberatan tentang pentlaian  hast!

pembuktian yang bersifat penghargaan terbadap fakta ataw kemyataan. | ariabel tentang z'm(g

sangat luas, antara lain:

92



AJlI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

- Keberatan terbadap putusan judex facti yang berpendapat dalil gngatan terbukti

Terhadap putusan itu tergugat mengajukan keberatan bahwa saksi 1 mungkin tidak tahu
pembagian itu, sedang saksi-saksi yang lain tidak ada yang menerangkan ada pembagian.
Terhadap keberatan itn, MA pada Putusan No. 2493K/Sip/ 1984 berpendapat,
keberatan tergugat atas pertimbangan judex: facti yang mengatakan tergugat tidak dapat
membuktikan dalil bantabnya, ditinjan dari segi hukum acara adalah penilaian hasil
pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Begitu pnla putusan M.A No.
105K/ Sip/ 1968 tanggal 12-6-1969, menolak alasan kasasi yang berisi keberatan,
bahwa tergugat sebagai pemohon kasasi telah berjuang mati-matian mempertahankan
kebenaran dalil bantabannya. Oleb karena itu putusan judex facti yang mengabulfean
gugat cerai yang diajukan penggugat, harus dibatalkan. Alasan tersebut ditolak atau tidak
dapat dibenarkan MA, karena hanya berisi keberatan tentang penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan.

= Alasan yang semata-mata soal pembnfktian

Alasan atan keberatan kasasi lain yang dianggap tidak mengenai persoalan hukum, tetapi
mengenai penghargaan kenyataan (van feitelijke aard) adalah alasan yang semata-mata
mengenai soal pembuktian. Hal itn ditegaskan dalam putusan MA No. 104/ Sip/ 1953,
babwa keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat
dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena alasan-alasan tersebut tidak mengenai

pelaksanaan hukum, tetapi mengenai pengharsaan kenyataan atan fakia.”

Halaman 373:

“alasan atau keberatan kasasi lain yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, yaitu
apabila apa yang dikemukakan hanya berisi pengulangan mengenai fakta
atau keadaan maupun pembuktian yang telah pernah dikemukakan pada
peradilan tingkat pertama dan banding. Menurut Putusan M No. 3989
K/ Sip/ 1984, alasan kasasi yang hanya berisi pengulangan fakta yang telab dikemukakan
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159,

160.

161.

162.

pada PN atau PT, tidak dapat diterima, karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat

kasasi”’

Lantas justru sekarang timbul pertanyaan, mengapa saat ini Pemohon PK terus
berupaya dan bersikeras mengajukan upaya hukum PK atas Putusan Kasasi jo. Putusan
Homologasi? Teori serta doktrin hukum di atas jelas-jelas menyatakan tidak ada yang

keliru dari Putusan Kasasi.

Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK ini pun sama
dengan pengajuan Kasasi sebelumnya; yaitu cenderung dipaksakan. Bahwa Pasal 295
auay (2) UUK telah mengatur alasan-alasan yang disediakan jika suatu pthak hendak

mengajukan Peninjauan Kembali, sebagaimana dikutip:

“ Pasal 295
(2) Permohonan peninjanan kembali dapat digjukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada
waktn perkara diperifesa di Pengadilan sudab ada, tetapi belum ditemukan, atan

b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

Merujuk pada ketentuan di atas dan dikaitkan pada Memor PK dati Pemohon PK,
maka alasan yang digunakan oleh Pemohon PK adalah alasan yang dimaksud pada
Pasal 295 ayar (2) huruf b, yaitu kekhilafan hakim,

Lalu dimanakah kekhilafan hakim tersebut? Pertimbangan hukum Judex Juris jelas
menyatakan menolak Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon PK) karena dalil
Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasast) di luar lingkup pemeriksaan Kasasi. Hal mana

sejalan dengan doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H.

Karenanya, alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK di dalam Memor PK-nya
secara serta merta tidak berdasar hukum, justru terkesan mengada-ada dan hanya

mencari-cari kesalahan semata. Sungguh tidak layak untuk membatalkan Putusan Kasasi
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dari Judex Juris, ketika saat ini sudah banyak preseden Yurisprudensi dan putusan

pengadilan yang memberikan putusan serupa, yakni diantaranya:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1910 K/Pdt/2004 tertanggal 14 Juni 2005

telah menyatakan sebagai berikut:

“bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah dalam
menerapkan  hukum lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan -
pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang
Mabhkamah Agung Rl (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang felah
dinbah dengan Undang-Undang No. 5 Tabun 2004

b.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari -

1980 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ada atau
tidak adanya onheelbare tweespalt adalah mengenai  penilaian  hasil
pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan
keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan-
tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian dalam memenubi syarat yang
diwajibkan  oleh Undang-undang atan karena kesalahan mengetrapkan  atan  karena
melanggar pasal 51 Undang-undang No. 13 tabun 1965, yang dalam perkara ini sudah
dengan tepat pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingg.”

c.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2044 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari //

2011 menyatakan sebagai berikut:
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“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, [ndex Factie tidak salah
menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi pada hakekatnya adalah
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang
suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang
Nomor 14 Tabhun 1985 sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

2004 dan Perubaban Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tabun 2009.”

d.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/Sip/1953 tertanggal 6 Agustus

1953 menyatakan sebagai berikut:

‘Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata _mengenai _soal

pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena

keberatan-keberatan  tersebut - tidak  mengenai - pelaksanaan  bufeur, tetapi - mengenai

penghargaan kenyataan (van feitelijken aard).”

e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277K/Sip/1974 tertanggal 7 Agustus

1975 menyatakan sebagai berkut:

“Keberatan yang digjukan penggugat unink kasasi: babwa percefecokan yangmennrut
pengakuan  penggugal asal sendiri barn  berlangsung 2 tabun, jika dibanding dengan
pernikahan selama + 20 tabun, belumiah membuktikan, babwa onheelbare tweespalt tersebut

betul-betul ada; tidak dapat dibenarkan karena keberatan ini pada hakekatnya

berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

163. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim
Agung pemeriksa dan pemutus perkara untuk menolak Permohonan dan Memon PK

yang diajukan oleh Pemohon PK, karena selain tidak ada kekeliruan dari Judex Jurtis V
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pada Putusan Kasasi, alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak berdasar

hukum dan cenderung mengada-ada.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Termohon PK memohon kepada Yang

Terhormat Majelis Hakim Agung yang memernksa dan mengadili petkara ¢ gm untuk

betkenan memberikan putusan sebagai berikut:

a.  Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dan Memor Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Thk 7# casu Pemohon Peninjauan Kembali

untuk seluruhnya.

b.  Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Para Termohon

Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

& Menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal
19 Mei1 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor
12/Pdt.Sus-PKPU /2021 /PN.Niaga.Smg. tertanggal 25 Januari 2022.

d.  Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar setiap biaya perkara yang
tmbul akibat pengajuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali @ guo sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan berdasatkan /(

kepatutan dan rasa keadilan (ex aequo et bono).
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Demikian Kontra Memori PK in1 diajukan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk menerima, mempertimbangkan serta mengabulkannya kami

ucapkan terima kasth.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Termohon PK
AJlt WIJAYA & Co.

s

GP. Aji Wijaya, S.H.

=2 =

Hardiansyah, S.H., M.H. Prg"dan Snehabandhana P., S.H., LL.M.

Sufi M. Fadhly Nta ution, S.H.

\

)’

98



